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ABSTRAK 

PROFESIONALISME APARA TUR PEMERINT AH DALAM 
PELA YANAN PUBLIK DI KANTOR CAMA T PEGASING 

KABUPATEN ACEH TENGAH 

Syukuruddin 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Peneliti1µ1 ini bertuj~an untuk m~ng~tahui profesionalisme apara~ peme$,tajl 
dalam pelayanan publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan 
mengetahui faktor-faktor yang menghambat profesionalisme aparatur pemerintab 
daJam pelayanan publik di kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskrifuf kualitatif: dengan teknik 
pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian 
adalah Bapak Camat, Kasi Pemerintah, Kasi Kesra, anggota DPRD dan 
masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa Profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan publik di Kantor 
Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, pada indikator Responsif belum 
profesional, sebab kemampuan aparatur dalam mengantisipasi aspirasi barn 
sangat rendah, banyak aparatur yang pasrah dengan kemampuan yang ada. 
Birokrasi aparatur di Kantor Camat Pegasing sangat lambat merespon 
perkembangan sistem informasi manajemen, sehingga sedikit tertinggal 
dibandingkan dengan instansi lain dalam menjaJankan tugas dan fungsinya, 
aparatur kurang responsif dalam mengikuti arus global yang sesuai dengan 
perkembangan teknologi. Sedangkan profesionalisme aspek inovatif dapat 
dikategorikan sangat inovatif, aparatur meski dengan keterbatasan sarana dan 
prasarana, mereka berinisiatif menyediakan blangko-blanko kbusus sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, agar pelayanan terhadap masyarakat lebih efektif dan 
efesien. Aparatur memiliki inovasi meminimalkan pembiayaan, misalnya dalam 
pengantaran surat-menyurat kini telah menggw1akan media sosial semua 
berlangstmg lebih cepat dan praktis. Selanjutnya, aspek kreatif dapat 
dikategorikan cukup, karena masih banyak aparatur yang tidak memiliki 
kemampuan untuk menghadapi secara kreatif, mereka menunggu perintah dari 
atasan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, mereka juga bekerja dengan pola 
lama, sehingga setiap urusan menjadi lambat serta sistem pengarsjpan kurang 
efektif, serta masih ada aparatur yang kaku dalam bekerja, mereka sangat 
berpatokan kepada peraturan-peraturan, hanya sebagian kecil aparatur yang 
memiliki loyalitas kerja yang tinggi. Faktor yang menghambat aparatur 
pemerintah profesionaJisme daJam pelayanan publik diantaranya karena 
rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya komitmen aparatur terhadap pekerjaan, 
Ketersediaan sarana dan prasarana kurang memadai, tipe dan gaya kepemimpinan 
serta struktur organisasinya dan iklim kerja yang tidak kondusif 
Kata Kunci: Profesio11alisme Aparatur Pemerbitah, Pelayanan publik 





ABSTRACT 

PROFESSIONALISM OF GOVERNMENT APPARATUS IN PUBLIC 
SERVICE IN PEGASING MESSAGE OFFICE CENTRAL ACEH DISTRICT 

Syukuruddin 

Graduate program open University 

This research aims to know the Government's apparatus in the professionalism of 
the public service in the Office of the head of the Central Aceh district Pegasing 
and aware of the factors that hamper the Government's apparatus in the 
professionalism of public service in the Office of the head of the Central Aceh 
district Pegasing. This research uses qualitative, deskriftif approach to techniques 
of collecting data through observation, interview and documentation. Research is 
the informant Mr. Carnal, Kasi, Kasi Kesra, users of the services consist of the 
community and members of the PARLIAMENT as much as 2 people, so the 
informant a total of 5 people. Research and discussion of the results shows that the 
Government's apparatus in the professionalism of the public service in the Office 
of the head of Pegasing can generally be said to be not optimal, there are still many 
shortcomings-kelamahan apparatus of Government in the exercise of his duties as 
a public service, not in accordance with the minimum service standard. 
Professionalism aspects of responsive, sensitive and perceptive apparatus 
appropriate to the changing information systems as well as addressing the 
development technologies that are more advanced, but still a lot of goyernment 
apparatus that is apathy towards these demands, they surrendered with the ability 
of the existing capacity no effort himself Aspects of innovation, government 
agencies can be categorized is very innovative, because although with limited 
facilities and infrastructure belonging to the Office, they remain the professionals 
in the public service. Apparatus not always work on the basis ofjuknis, they have 
the initiative to facilitate and simplify the job. The creative aspect is categorized, 
with the principle of giving priority to the interests of the community, however, a 
small part of the apparatus of their creative work on your own initiative, strive to 
complete its work earlier than the specified target. Many of the factors that hamper 
the Government's apparatus in the Office Head Pegasing to develop professional 
attitudes in public service include lack of thought reform-oriented information 
systems, changes in General employee work history just in the Office head Pegasing 
since becoming clerk, as a result of work motivation like that from year to year. 
Weak commitment to the job as well as factors related to the type and style of 
leadership and organization structure. 

Keywords: Professionalism of Government Apparatus, Public Services 
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BAB! 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Massiah 

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan, sistem penyelenggaraan 

pe1nerintah dibingkai dalarn kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. 

Dengan terbitnya Undang-undang No1nor 12 Tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah, telah membawa pergeseran paradigma pemerintah dari 

negara sebagai pusat kekuasaan (sentralistik) menuju negara yang lebih dekat 

dengan rakyat (desentralistik). Tata kelola pemerintahan tidak lagi berorientasi 

pada aspek pemerintahan (goverment) akan tetapi beralih ke aspek tata 

pemerintahan (govennance). 

Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk 

mewujudkan good govermance (Tjokowinoto, 2001:3). Sebab, birokrasi 

merupakan instrumen untuk bekerjanya suan1 administrasi. Dimana birokrasi 

bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas 

hubungan, pengaturan perilaku, dan kematnpuan teknis dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan. 

Profesionalisme merupakan cenninan keterampilan dan keahlian aparatur 

pemerintah dalam melaksanakan tugasnya agar dapat berjalan efektif dan 

efesien, dengan kata Jain keandalan seseorang dalam menjalankan tugasnya 

sesuai dengan beban tanggungjawabnya. Siaglan (2000:163) menjelaskan 

bahwa "profesionaliSine adalah keandalan seseorang dalam melaksanakan 
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tugasnya sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cennat 

dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan". 

Berdasarkan kutipan di atas, jelas bahwa setiap pekerjaan membuhd1kan 

profesiona1isme aparatur yang bekerja agar basil yang dicapai mutunya tinggi, 

waktu yang digunakan cepat dan tepat, dan mengupayakan prosedur yang 

mudah tidak berbelit-belit. Seperti halnya dalam bidang pelayanan publik, 

aparatur pemerintah diharapkan mampu menjalankan tupoksinya sesuai dengan 

aspek pelayanan publik yang semestinya, mereka memberikan pelayanan yang 

efektif dan efesien sesuai dengan peruntukannya, tepat sasarannya dan 

peneritna layanan puas dan tidak mengeluh. Lebih harrnonis, jika antara pihak 

yang memberikan pelayanan dengan yang menerima pelayanan merasa puas. 

Sebab, sebagai aparatur pemerintah tugas utama yang diembannya adalah 

sebagai pelayanan publik, yaitu kegiatan yang bertujuan memberikan 

pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik 1nen1pakan 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar 

sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu 

barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik yang 

dilakukan oleh aparatur pemerintah harus profesional agar mas)'arakat 

mendapatkan kepuasan dalam menerima Jayanan aparatur. 

Sehubtmgan dengan pelayanan publik, kernenterian Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan pedoman umum 

penyelengaraan Pelayanan Publik dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan 



3 

Aparatur Negara Nomor:63/KEP/M.PAN/7/2003. Menyatakan bahwa pemberi 

pelayanan adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan 

tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sedangkan penerima pelayanan adalah orang, 

masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah. Hal ini, juga 

mengalami perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelayanan publik yang 

ditindaklanjuti dengan ditetapkannya instruksi presiden No. 5 Tahun 2004 

tentang percepatan pemberantasan korupsi, yang mengintruksikan antara lain 

kepada menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyiapkan 

mmusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publlk. 

Kantor KecamataJ1 n1erupakan salah satu perpanjangan tangan dari 

pemerintah Kabupaten/kota, atau di kenal sebagai bagian dari aparatur 

pemerintah yang mengenban tugas sebagai mana tercantum dalam Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tugas pokok kecamatan adalah : 

1. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemerintah dan keagrariaan, 
pembinaan pemerintah desa dan kelurahan serta pelayanan masyarakat. 

2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ekonomi pembangunan,partisipasi 
masyarakat, idiologi negara dan kesatuan bangsa serta ketentraman , 
ketertiban wilayah. 

3. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan nunah 
tangga di di wilayahnya. 

Sesuai dengan Undang-undang tersebut kantor Camat Pegasing 

Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu instansi publik yang bertugas 

melayani masyarakat, untuk mengurus paspor, status kewarganegaraan, Kartu 

Tanda Penduduk, penentuan ahli-waris, melamar pekerjaan dan untuk rnasuk 

sekolah, tentu pekerjaan ini harus profesional agar masyarakat mendapatkan 
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kepuasan dalam pelayanan, sebagai mana misi aparatur pemerintah di Kantor 

Camat tersebut yaitu pelayanan prima dengan inengutamakan kepentingan 

masyarakat di atas kepentingan pribadi. 

Pelayanan publik yang prot'esionalisme dapat dilihat dari aspek responshif, 

kreatif dan inovatif dari aparatur dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana 

dikemukakan oleh Siagian (2000:165) menyatakan bahwa "responsifitas 

sebagai bentuk kemampuan birokrasi dalam mengantisipasi dan menanggapi 

aspirasi baru, kebutuhan barn dan tuntutan barn dari masyarakat". Sedangkan 

unsur kreatif adalah kemampuan aparatur pemerintah dalain menangan1 

masalah dengan efektif dan efesien, tanpa hams menunggu perintah dari 

atasan, ada upaya dari aparatur untuk menciptakan sesuatu yang ban1 guna 

memudahkan pekerjaan. Inovasi merupakan kelanjutan dari sebuah kreatifitas 

birokrasi melalui respon yang ada dari perubahan lingkungan, inovasi 

menunjukkan bahwa birokrasi menemukan dan melakukan proses kerja baru 

yang bertujuan untulc menjadikan pekerjaan dan pelayanan menjadi lebih baik, 

hai ini diperkuat oleh Siaglan (2000:164) bahwa "inovasi merupakan sebuah 

hasrat dan tekad untuk selalu mencari, menemukan serta mengf,'Ullakan cara 

kerja baru, metode kerja baru dan teknik barn dalam pelaksanaan pekerjaan 

demi kepuasan kerja organisasi dan kepuasan masyarakat". 

Namun, permasalahan yang muncul di Kantor Camat Pegasing Kabupaten 

Aceh Tengah, pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah 

masih kurang profesional bila dikaitkan dengan konsep profesionalisme di 

atas, banyaknya keluhan masyarakat dalam bidang pelayanan publik, 
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diantaranya kelernahan aparatur untuk rnengikuti aspirasi perkembangan sistem 

manajemen ban1, sehingga pelaksanaan tugas masih bersifat konvensional. 

Disisi lain, semestinya perkembangan teknologi akan menjadikan pengarsipan 

yang lebih baik, justru kondisi akan menyulitkan aparatur dalam menjalankan 

tugasnya karena tidak semua aparatur mampu mengaplikasikan sarana 

komputer. Hal ini, akan menjadikan pelayanan terhadap masyarakat Jebih lama, 

yang semestinya ciapat diselesaikan hanya satu hari, akan tetapi bisa mencapai 

lebih dari hari yang ditentukan, misalnya dalam pengurusan pengantar pasphor 

atau surat keterangan lain bisa sampai dua hari. 

Dari pengakuan masyarakat, menyatakan bahwa pelayanan publik sud.ah 

baik para aparat menuntun dan 1nengarahkan masyarakat sesuai dengan 

prosedumya agar tidak bolak-balik dalam benrrusan, sesuai dengan harapan 

pelayanan prima. NamWl, darl aspek waktu belum efesien dan efektif hal ini 

dikarenakan kurangnya profesionalisme aparatur pemerintah dalam 

menjalankan tugasnya. Seperti aspek inovatif, mcreka tidak ada ide yang 

kreatif untuk memudahkan pelayanm1, mereka sangat kaku dengan pola-pola 

pelayanan lama akibat keterbatasan pengetahuan dan wawasan dalam 

pelayanan publik. 

Pennasalahan Iain, di lapangan bahwa aparatur pemerintah belum 

profesional dalam pelayanai1 publik, dapat dilihat dari pelayanan yang 

diberikan aparatur kepada masyarakat, sering terjadi kesalahan dalam 

penerbitan fonnat-fonnat yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga 

masyarakat harus bolak-balik hanya untuk menerbitkan suatu surat. Kondisi 
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ini, diakibatkan karena kurangnya inovasi aparatur dalam mengikuti 

perkembangan teknologi, mereka enggan berinovasi oleh karena itu menjadi 

kendala besar bagi layanan dalam berurusan, serta rendahnya kedisiplinan 

aparatur dalam bekerja. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pekerjaan belwn 

tepat waktu, semestinya dapat diselesaikan hitungan jam, akan tetapi karena 

aparatur kurang responsif hal ini bisa siap hitungan hari. Tentu hal ini akan 

mengecewakan masyarakat dalarn pelayanan, selanjutnya dalam pengurusan 

masalah agraria masyarakat sering bolak~balik karena suratlpengantar yang 

diterbitkan salah hal ini juga tentu dapat dikatakan karyawan kurang 

profeslonal, hai ini tentu berhubungan dengan profesionalisme pelayanan. 

Rendahnya profesionalisme pelayanan publik yang diberikan aparatur 

pemerintah Kantor Camat Pegasing terhadap masyarakat, juga berhubungan 

dengan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan, bekerja hanya karena atasan 

bukan tuntutan hati nurani. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi 

Kantor Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah untuk membangun 

aparatur yang protesional guna menJalankan fungsinya sebagai salah satu 

instansi penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, faktor sistem c!an iklim 

kerja juga ikut mempengaruhi terbentuknya birokrat profesional yang handal 

serta respon terhadap di.namika perubahan dan aspirasi masyarakat, karena 

menjadi pennasalahan umum bagi penyelenggara akan bekerja jika iklim 

kerjanya kondusif, adanya pengakuan dari atasan terhadap pekerjaan yang 

dilakukan aparatur, hal ini tentu akan memotivasi aparatur meningkatkan 
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kinerjanya. Sebab, motivasi kerja aparatur sinergis dengan kebutuhan aparatur, 

sehingga terlihatjelas rnotivasi kerja aparatur dalam menjalankan tugasnya. 

Pennasalahan lain, yang dihadapi aparahlr pemerintah di Kantor Camat 

Pegasing berdasarkan observasi penulis, cenderung enggan melakukan 

perubahan dan inovasi, selain disebabkan oleh gaya manajerial dalam 

organisasi publik, patologi tersebut juga disebabkan karena iklim dan kondisi 

dalam organisasi birokrasi yang cederung memberikan insentif kepada pegawai 

yang loyal dari pada pegawai yang kreatif dan inovatif. Birokrasi dituntut lebih 

peka terhadap berbagai perubahan dan mencari pendekatan barn bagi 

pengembangan pelayanan publik, serta meninggalkan proses pelayanan yang 

sangat prosedural dan birokratis. Keberadaan aturan fonnal bukan dijadikan 

alasan untuk tidak memperbaiki cara kerja yang responsif serta bennain diatas 

aturan gwia mensahkan setiap tindakan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, kiranya perlu dilakukan studi penelitian 

untuk mengetahui profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan 

publik, oleh karena itu penulis memilih judld "Aparatur Pemerintah dalam 

Pelayanan Publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah". 

B. Perumusan Masaiah. 

Berdasarkan latar belakang mas.a.lab di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

I. Bagaimanakah profesionalisme aparatur pemerintal1 dalam pelayanan 

publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah? 
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2. Faktor-faktor apa saJa yang mengl1ambat profesionalisme aparatur 

pemerintah dalam pelayanan publik di kantor Camat Pegasing Kabupaten 

Aceh T engah ? 

C. 'i'ujuan Penditian. 

Berdasarkan perwnusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui: 

1. Profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan publik di Kantor 

Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. 

2. Faktor-faktor yang menghambat profesionalisme aparatur pemerintah 

dalam pelayanan publik di kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh 

Tengah. 

D. Kegunaan Penetitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan dalam bentuk: 

1. Kegunaan T eoritis 

Secara teoritis basil penelitian ini berguna untuk menambah 

infonnasi dan pengetahuan tentang profesionalisme aparatur 

pemerintahan dalam pelayanan publik serta faktor-faktor yang 

menghambat profesionalisme aparatur pemerintah dalam menja1ankan 

tugasnya sebagai pelayanan publik. 
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2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparatur 

pen1erintah Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, serta instansi 

lain yang menjalankan tugas sebagai pelayanan publik. 



A. Kajian Teori 

1. Aparatur Pemerintah 

BABll 

TINJAUAN PUSTAKA 

Secara etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan, 

instansi, pegawai negeri. Sedangkan aparatur dapat diartikan sebagai alat 

Negara, aparat pemerintah. Jadi aparatur Neraga adalah alat kelengkapan 

Negara yang tertama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

kepegawaian, yang bertanggungjawab penuh melaksanakan roda pemerinta11an 

sehari-hari, jadi pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya 

tetapi juga organisasi fasilitas ketetuan pengaturan dan sebagainya. Sedangkan 

aparatur pemerintah adalah keseluruhan lembaga atau badan yang ada di bawah 

presiden seperti Departemen, Lembaga, Pemerintah dan Departemen serta 

Sekretariat Departemen clan Lembaga-lembaga tinggi Negara, dengan 

demikian Aparatur Sipil Negara (ASN) terrnasuk aparatur pemerintah. 

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai ASN, terlebih dahulu perlu 

diketahui apa yang dimaksud dengan ASN. Pengertian Aparatur Sipil Negara 

(ASN) tertuang dalarn pasal I Undang-undang Nomor 5 Tahnn 2014 yang 

menyebutkan bahwa "Aparatur Sipil Negara, yang disingkat dengan ASN 

adalah profesi dari PNS dan PPPK yang bekerja pad.a instansi pe1nerintah ". 

Hartati (2008:31) menegaskan bahwa "pegawai negeri sipil adalah pejabat 

yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak tennasuk terhadap mereka yang 

memangku jabatan mewak:ili seperti anggota parlemen, presiden dan 

IO 
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sebagainya". Dengan demikian, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disebut 

dengan pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintal1an atau diserahi tugas negara 

lainnya yang digaji berdasarkan perundang-undangan. 

Berdasarlcan undang-undang di atas, maka ASN adalah profesi bagi PNS 

dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah sesuai dengan persyaratan 

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara Stipulatif 

pengertian PNS tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 2014 menyatakan babwa " PNS adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk mendud1tki jabatan pe1nerintahan". 

Sedangkan secara ekstensif pengertian ini hanya berlaku pada hal-hal tertentu. 

Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa golongan yang 

sebenarnya bukan PNS, seperti ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan 

dengan status dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut 

pasal 92 KUHP dimana dijelaska." bahwa yang termasuk ke dalarn PNS adalah 

orang-oarang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan umum dan 

mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan 

anggota dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya. Berdasarkan 

pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PNS adalah orang-orang 

yang bekerja dilingkungan instansi pemerintah sesuai dengan syarat-syarat 

tertentu yang telal1 ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini 
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dikatakan juga sebagai aparatur pemerintah. Selanjutnya, ada dua jenis status 

yang diberlakukan bagi pegawai ASN yaitu pegawai pemerintah yang diangkat 

sebagai pegawai tetap yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja. Lebih jelasnya status ASN diatur pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-undang No. 5 tahun 2014 yangmenyatakan bahwa: 

a. PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan pegawai 
ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan merniliki nomor induk pegawai secara nasional. 

b. PPPK sebagaimana dalam pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN 
yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat 
pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah 
dan ketentuan Undang-undang ini. 

Adapun rumusan kedudukan pegawai ASN didasarkan pada pokok-pokok 

pikiran bahwa pemerintah tidak hanya 1nenjalankan fungsi wnum 

pemerintahan, tetapi juga harus mampu melak:sanakan fungsi pembangunan 

atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib 

pemerintah, akan tetapi juga hams mempu menggerakkan dan memperlancar 

pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Pemerintah dalam arti yang 

lebih luas dibebankan dengan pemeliharaan perdarnaian dan keamanan di 

negara oleh karena itu hams memiliki pertama, kekuatan militer, kedua, sarana 

pembentukan hukwn, ketiga, keungan, kekuasaan atau kemampuan t1ntuk 

mengambil uang yang cukup dari masyarakatuntuk membiayai biaya membela 

ncgara dan menegakkan hukum itu atas nama negara. 

Pegawai ASN mempunyai peran yang amat sangat penting sebab 

pegawai ASN merupakan unsur dari aparatur negara untuk: menye]enggarakan 

dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangkan 
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mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggara dan pelaksanaan 

pe1nerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan 

negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur pemerintah. 

Pegawai ASN bertugas membantu presiden sebagai kepala pernerintahan dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, yaitu dengan cara melaksanakan peraruran 

perundang-undangan, dalam arti kata wajib wajib mengusahakan agar setiap 

peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Aparatur pemerintah 

dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada wnumnya, kepada 

pegawai ASN diberikan tugas kedinasan untuk: dilaksanakan sebaik-baiknya. 

Sebagai abdi negara seorang pegawai ASN juga wajib setia dan taat kepada 

pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-undang Dasar 

1945, kepada negara dan kepada pemerintah. 

Pegawai ASN sebagai t1nsur aparatur negara, abdi negara dan abdi 

masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena ia 

harus memiliki kesetiaan, ketaatan penuh terhadap pancasila dan Undang­

undang Dasar 1945, negara dan pemerintah sehingga dapat memusatkan segala 

perhatian dan pemikiran serta mengarahkan segala daya upaya dan tenaganya 

untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya 

guna dan berhasil guna. Lebih jelasnya tentang kedudukan ASN tercantum 

dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dalam pasal 8 dimana ASN 

berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. 

Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014, tugas dan peran ASN di atur dalam 

BAB IV pasal I 0, pasal 11 dan pasal 12, yaitu sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan pad.a pasal 10 pegawai ASN memiliki fungsi sebagai 
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu 
bangsa. 

b. Berdasarkan pada pasal 11 pegawai ASN me1npunyai tugas t1ntuk 
melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pe1nbina 
kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-W1dangan, 
memberikan pelayanan publik yang profesionaJ dan berkualitas, dan 
mempererat persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

c. Berdasarkan pad.a pasal 12 peran dari pegawai ASN adalah sebagai 
perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan togas umum 
pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan 
dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari interversi politik 
serta bebas dari praktik KKN. 

Selanjumya, hak dan kewajiban ASN dijelaskan dalam UU No.5 tahun 

2014 hak dari PNS di atur dalam pasal 21, dimana seorang PNS berhak 

memperoleh beberapa hak seperti gaji, tunjangan clan fasilitas, cuti, jaminan 

pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan ko1npetensi. 

Sedangkan kewajiban ASN adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan 

berdasarkan perundang-undangan. Menurut Djatmika (1964:145) bahwa 

"kewajiban pegawai ASN dibagi tiga jenis, yaitu kewajiban yang berhubungan 

dengan kedudukan sebagai pegawai negeri pada umurnnya, kewajiban 

berdasarkan pangkat dan jabatan serta kewajiban-kewajiban lainnya". 

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, kewajiban ASN diatur dalam pasal 23 

yang menyatakan bahwa pegawai ASN wajib: 

a. Setia dan taat pada pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
pemerintah yang sah. 

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 
c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pe1nerintah yang 

berwewenang. 
d. Menaati peraturan perundang-undangan 
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, clan tanggungjawab. 
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f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan, 
dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar 
kedinasan. 

g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat 1nengemukakan rahasia 
jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesianya 

Berdasarlrnn kutipan di atas, maka kewajiban ASN dapat dilihat dari 

ketaatannya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung 

tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, menaati peraturan perundang-undang, 

menunjukkan integritas dan keteladanan sikap serta menyimpan rahasia jabatan 

serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Konsep Profesionalisme Aparatur 

Istilah profesionalisme berasal dari kata professio, dalam Bahasa Inggris 

professio memiliki arti sebagai berikut: A vocation or occupation requiring 

advanced training in some liberal art or science and usually involving mental 

rather than manual work, as teaching engineering, writing, etc. (Suatu 

pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelayanan yang mendalam baik 

bidang seni maupun bidang tertentu, biasanya mengutamakan kemampuan 

mental dari pada kemampuan fisik seperti mengajar, ilmu msin dan sebagainya. 

Dari kata profesional tersebut melahirkan arti profesional quality, status, etc 

yang secara komprehensif memilki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki 

oleh orang orang yang memilki kemampuan tertentu pula, (Pamudji: 1985). 

Pendapat lain tentang profesionalisme diungkapkan oleh Korten & 

Alfonso, 1981 dalam Tjokrowinoto (2001; 178) yang dimaksud dengan 



16 

profesionalisme adalah "Kecocokan (lltnes:o.) antara kemmnpuan yang dimiliki 

oleh birokrasi (bureaucrat1c-competence) dengan kebutuhan tugas (task-

requirement). Hal ini, menegaskan bahwa aparatur yang profesionalisme 

adalab aparatur yang sesuai antara kemampuan dengan kebutuhan tugas, tentu 

terpenuhinya kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas 

merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Selanjutnya, 

Widodo (2005:315) menjelaskan tentang pengertian profesional adalah: 

Cenninan keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam 
menjalankan tugasnya, hal ini tentu banyak hal yang mempengaruhinya 
diantaranya ada1ah kesesuaian tingkat pengetahuan, latar belakang 
pendidikan, kerja yang menjadi tanggungjawabnya dan profesionalisme 
juga dapat dikatakan sebagai cenninan potensi diri yang dimiliki aparatur 
pemerintah baik dari aspek kemampuan maupm1 aspek tingkah laku yang 
mencakup loyalitas, inovasi, produktifitas dan kreatifitas. 

Kutipan di atas, menegaskan bahwa profesionalisme aparatur akan terlihat 

dari keterampilan dan keahlian aparatur pernerintah dalam menjalankan 

tugasnya, sikap profesionalisme seorang aparatur pemerintah tidak hanya 

ditentukan oleh kualitas pekerjaan sehari-hari, akan tetapi juga prilaku aparatur 

sehari-hari, misalnya dalam pelayanan publik akan tercermin kreatif dalam 

bekerja, tidak menWiggu perintah dari atasan langslmg memanfaatkan waktu 

luang membenahi tugasnya masing-masing, cekatan dan terampil dalam 

melayani masyarakat dan memberikan infonnasi yang tepat agar masyarakat 

pengguna layanan tidak bolak-balik dalam berurusan. Demikian juga dari 

aspek prilaku aparatur yang profesionalisme akan terlihat loyalitasnya tinggi 

dalam bekerja, adanya inovasi dalam bekerja tidak menunggu perintah atasan, 

produktif dan kreatif dalam menanggapi masalal1. 
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Pendapat lain tentang profesionalisme oleh Tjokrowinoto (19%;191) 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah 

"Kemampuan untuk 1nerencanakan, mengkordinasikan, dan melaksanakan 

fungsinya secara efisien, inovatit: lentur, dan mempunyai etas kerja tinggi". 

Kutipan ini menegaskan bahwa sikap profesionalisrne dari seorang aparatur 

dapat dilihat dari kemampuannya dalrun merancang suatu pekerjaan dan 

mengkoordinasikan kepada pihak-pihak yang terlibat, artinya pekerjaan yang 

akan dilaksanakan terprogram dengan baik, memiliki tahapan-tahapan dan 

target yang jelas, serta memiliki etos kerja yang tinggi, mereka akan 

memanfaatkan peluang-peluang dan kesempatan dan mampu menentukan 

langkah yang mengacu kepada pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan 

dalam anggaran dasar perkantoran. 

Pandangan lain, oleh Ancok (2000:77) juga mengatakan babwa 

profesionalisme adalah "Kemampuan dalam beradaptasi terhadap lingkungan 

yang cepat berubah dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu 

kepada visi dan nilai-nilai organisasi (control by vision dan values)". Hal ini, 

menunjukkan bahwa profesionalisme ada1ah ke1narnpuan untuk beradaptasi 

terhadap lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan ekstemal 

yang berpengaruh pada pekerjaan. Profesionalisme juga dapat dikatakan 

sebagai kemampuan beradaptasi dengan dinamika global yang twnbuh dan 

berkembang secara cepat, seperti perkembangan teknologi. Pesatnya kemajuan 

teknologi merupakan salah satu diantara dinamika globa1 yang metnbuat 

birokrasi harus segera beradaptasi jika tidak. ingin ketinggalan z.aman dan 
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terbelakang dalam hal kemampuan. Kemampuan beradaptasi merupakan 

jawaban bagi dinamika global yang tidak pasti dalam menjalankan tugasnya, 

aparat tidak lagi terikat secara kaku kepada petunjuk dan teknis pelaksanaan 

tapi terikat kepada apa yang ingin dicapai oleh organisasi (organization­

mission). Fleksibilitas aparat dalam menja1ankan tugas dan berorientasi kepada 

hasil dan visi yang ingin dicapai oleh organisasi merupakan langkah positif 

untuk meninggalkan cara kerja yang kaku dan reaktif 

Konsep mampu beradaptasi dapat dipertegas misalnya dalam menghadapi 

era globalisasai saat ini, semua informasi melalui teknologi maka diharapkan 

aparatur pemerintah mampu mengoperasikan dan mengikuti perkembangan 

teknologi tersebut, 1nisalnya perubahan mesin ketik ke komputer. Dengan 

demikian, aparatur yang profesional dapat dilihat dari kemampuannya 

beradaptasi dengan perkembangan zaman teknologi. 

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

profesionalisme adalah potensi ideal yang hams dimiliki oleh aparatur 

pemerintah dalam menjalankan togas dan menyelenggarakan pelayanan publik 

dengan mutu tinggi, tepat waktu dan prosedur yang sederhana. Sudah menjadi 

kebutuhan mendesak bagi aparat untuk bekerja secara profesional serta mampu 

merespon perkembangan global dan aspirasi masyarakat dengan 

mengedepankan nilai-nilai pelayanan, sebab realita menunjukkan bahwa 

aparatur pemerintah yang kurang profesional maka jenjang karier aparatur sulit 

meningkat dan kesempatan menduduki jabatan tidak dipro1nosikan. 
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Sebaliknya, bagi aparatur pemerintah yang profesional dalam menjalankan 

tugasnya akan diikuti oleh promosijabatan danjenjang karier cepat meningkat 

Profesionalisme tidak hanya berbicara tentang soal kecocokan antara 

keahlian dan kernarnpuan yang dimiliki oleh seseorang saja tetapi juga 

menyangkut kemampuan dalam mengantisipasi segala perubahan lingkungan 

tennasuk kemampuan dalam merespon aspirasi publik dan melakukan inovasi 

yang pada akhirnya membuat pekerjaan menjadi mudah dan sederhana. 

Profesionalisme tidak sebatas pelaksanaan tugas akan tetapi juga ditunjukkan 

oleh prilaku aparatur yang memiliki loyalitas tinggi, inovatif, produktif dan 

kreatif. 

3. lndikator Profesionalisme Aparatur 

Profesionalisme dalam pandangan (Korten dan Alfonso,1981) dalam 

bukunya Tjokowinoto 1nenyatakan bahwa "profesionalisme diukur 1nelalui 

keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang sesuai dengan kebutuhan tugas 

yang dibebankan organisasi kepada seseorang". Alasan pentingnya kecocokan 

antara disiplin ilmu atau keahlian yang dllniliki oleh seseorang karena jika 

keahlian yang dimilik.i seseorang tidak sesuai dengan togas yang dibebankan 

kepadanya akan berdampak kepada inefektifitas organisasi, artinya keahlian 

seseorang akan menunjang profesionalisme orang tersebut dalam bekerja, bila 

seseorang ditempatkan pada posisi yang ktrrang ahli tentu akan menghambat 

profesionalisme aparatur pemerintah. Sedangkan Tjokowinoto (2001 ;190) 

menyatakan bahwa birokrasi dapat dikatakan profesional atau tidak, dapat 
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dilihat dari beberapa indik.ator protCsional, diantaranya dapat dilihat dari 

kompetensi sebagai berikut; 

a. Profesionalis1ne yang Wirausaha (F:ntrepreneurial-ProjCsionalism). 
Kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang ada bagi 
peningkatan perturnbuhan ekonomi nasional, keberanian mengrunbil 
risiko dalam memanfaatkan peluang, dan kemampuan untuk menggeser 
alokasi sumber dari kegiatan yang berproduktifitas rendah ke 
produktifitas tinggi yang terbuka dan memberikan peluang bagi 
terciptanya lapangan kerj11; dan peningkatan pendapatan nasional. 

b. Profesionalisme yang Mengacu Kepada Misi Organisasi (Mission­
driven Profesionalism). Kemampuan untuk mengatnbil keputusan dan 
langkah langkah yang perlu dan mengacu kepada misi yang ingin 
dicapai (mission-driven professionalism), dan tidak semata mata 
mengacu kepada peraturan yang berlaku (role-driven professionalism). 

c. Profesionalisme Pemberdayaan (Empowering-Profesionalism. 
Kemampuan ini diperlukan untuk. aparatur pelaksana atau jajaran 
bawah (grassroots) yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik 
(...;ervice provider). Profesionalisme yang dibutuhkan dalam hal ini 
adalah profesionalisme-pemberdayaan (empo"»1ering-prefesionalism) 
yang sangat berkaitan dengan gaya pembangunan. 

Berdasarkan kutipan di atas, maka jelas bahwa profesionalisme dapat 

diukur melalui kerja keras aparatur mencari peluang-peluang baik untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik maupun dalam penciptaan Japangan 

kerja, berani mengambil resiko dan berupaya mengubah pola kerja dari 

produktifitas yang rendah ke produktifitas yang tinggi. Profesionalisme juga 

dapat dilihat dari sikap aparatur dalam mengambil keputusan, tidak semata-

mata mengacu kepada paraturan-peraturan akan tetapi kreatif mengambil 

kebijakan. Profesionalisme juga ditandai dengan kemampuan aparatur dalam 

memberdayakan bawahannya untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. 

Lebih spesifik, indikator aparatur yang profesionalisme dapat diukur 

melalui kemampuan aparatur menanggapi dan 1ne1necahkan masalah yang 

dihadapi, kecepatannya dalam menjalankan tugas dan prosedurnya sederhana, 
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sebagaimana dijelaskan oleh Siagian (2000:178) mengatakan bahwa 

"profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi 

dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan, hal ini dilihat dari 

aspek kreatifitas, inovasi dan responsifitas". Lebih jelasnya, ketiga aspek 

profesionalisme seorang aparatur pemerintah dapat dilihat pada uraian berikut: 

a. Kreatifitas (creativity). 

Kemampuan aparatur untuk menghadapi pennasalahan yang dihadapi 

dalam pelayanan publik secara kreatif, agar penilaian masyarakat terhadap 

pelayanan instansi positif. Aparatur tidak kaku dalam bekerja memiliki, 

berpatokan kepada peraturan-peraturan akan tetapi pada keadaan tertentu 

unsur kreatif perlu dimunculkan agar pelayanan masyarakat berjalan Ian car. 

Aparatur yang kreatif adalah aparatur yang selalu berupaya unn1k mencari 

ide barn dan konsep barn serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan publik mak:a akan 

terlihat aparatur yang kreatif dalam bekerja apabila pekerjaan dilaksanakan 

berdasarkan inisiatif sendiri tanpa menunggu perintah dari atasan, berupaya 

mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan melakukan berbagai cara 

sepanjang tidak menyalahi peraturan dan prosedur kerja yang mudah dan 

sederhana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap masyarak:at. 

b. Inovasi (innovasi), 

Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan 

dan menggunakan cara baru, metode kerja barn, daJam pelaksanaan 
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tugasnya. Inovasi bukanlah sesuatu yang hams barn, minimal memodifikasi 

hal yang sudah dengan target memudahkan pekerjaan clan meininimalkan 

pembiayaan, misalnya daJam pengantaran surat-menyurat kini telah 

menggunakan media sosial semua berlangsung lebih cepat dan praktis. 

Aparatur yang inovatif selalu berusaha mencari cara atau metode barn yang 

mampu memudahkan proses pelayanan publik, agar pihak pengguna 

layanan puas dan tidak mengeluh, namun menjadi kendala perilaku inovatif 

kurang dimiliki oleh aparatur karena adanya rasa cepat puas terhadap basil 

pekerjaan yang telah dicapai 

c. Responsifitas (responsivity). 

Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan tnenghadapi aspirasi 

barn, perke1nbangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan barn, birokrasi 

harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya. Aparatur yang responsif adalah aparatur yang mengikuti arus 

global yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan baru 

misalnya tingkat pendidikan, artinya ad.a upaya pengembangan diri dalam 

menjalankan tugas, baik melalui pendidikan, pelatihan 1naupun dengan 

aktifitas gemar membaca informasi. Sebab, menjadi permasalahan besar 

bagi aparatur yang tidak peka terhadap tuntutan beru terutama dalam 

kenaikan karir dan jabatan. 

Dengan demikian, ukuran profesionalis1ne dalam penelitian ini yaitu dari 

aspek responsif, yaitu kemampuan aparatur pemerintah dalam menghadapi 

perkembangan barn atau sistem birokrasi baru agar tetap siaga dalam 



23 

menjalankan tugasnya. Dwiyanto (2006:7) menyatakan bahwa responsifitas 

berkaitan dengan kecocokan dan keselarasan antara program dan kegiatan 

pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat". Siagian (2000:165) 

menyatakan bahwa "responsifitas sebagai bentuk kemampuan birokrasi dalam 

mengantisipasi dan menanggapi aspirasi barn, kebutuhan baru dan tuntutan 

baru dari masyarakat". Sedangkan unsur kreatif adalah ke1nampuan aparatur 

pemerintah dalam menangani masalah dengan efektif dan efesien, tanpa hams 

menunggu perintah dari atasan, ada upaya dari aparatur untuk menciptakan 

sesuatu yang baru guna me1nudahkan pekerjaan. Kreatifitas pada intinya 

merupakan kemampuan umwn Wltuk rnenciptakan sesuatu yang barn, sebagai 

kemampuan untuk memberikan gagasan baru-gagasan barn yang dapat 

diterapkan dalam pemecahan masalah atau kemainpuan untuk melihat 

huhWigan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. 

Thoha (1997:16) menyatakan bahwa suatu organisasi yang profesional dan 

modem berusaha untuk selalu berorientasi kepada pelanggan (publik) dan 

berusaha mendorong dan menghargai kreatifitas anggota". 

Inovasi merupakan kelanjutan dari sebuah kreatifitas birokrasi melalui 

respon yang ada dari perubahan lingkungan, inovasi menunjukkan bahwa 

birokrasi menernukan dan melakukan proses kerja baru yang bertujuan untuk 

menjadikan pekerjaan dan pelayanan menjadi lebih baik, hal ini diperkuat oleh 

Siagian (2000:164) bahwa "inovasi merupakan sebuah hasrat dan tekad lllltuk 

selalu mencari, menemukan serta menggunakan cara kerja baru, metode kerja 

baru dan teknik baru dalam pelaksanaan pekerjaan demi kepuasan kerja 
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organisasi dan kepuasan masyarakat". Dalam hal ini, kemampuan aparatur 

pemerintah dalam menciptakan ide-ide bani yang bertujuan inemudahkan 

proses pelayanan dan 1neningk:atkan kualitas kerja, tidak semata-mata 

tergantung kepada modal barn berkembang. Pemikiran-pemikiran ini, 

bertujuan menciptakan sistem pelayanan kerja cepat, mudah dan terampil. 

Namun, ada beberapa faktor yang menghambat kelancaran dan efektifitas 

birokrasi publik yaitu tidak profesionalnya aparanrr pemerintah sebagai 

birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut, akan 

dijelaskan faktor-faktor yang menghambat profesionalisme aparatur 

pemerintah dalam menjalankan tugasnya. 

4. Faktor-faktor yang Menghambat Profesionalisme. 

Profesionalisme aparatur pemerintah akan berjalan apabila terpenuhinya 

kesesuaian antara pekerjaan dengan keahlian, serta kesesuai antara insentif 

dengan beban kerja. Dalam hal ini, banyak faktor yang menghambat 

profesionalime aparatur pemerintab. Berdasarkan pendapat Dwiyanto (2006:8) 

menyatakan babwa "faktor yang berhubungan dengan pengembangan 

profesionalis1ne aparatur pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik 

adalah kewenangan diskresi, orientasi terhadap perubahan, budaya 

patemalisme, etika pelayanan, sistem intensif dan semangat kerja sama". l,ebih 

jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut: 

Kewenangan diskresi adalah bentuk peleyanan publik yang diberikan 

petugas pelayanan, misalnya penyelesaian masalah ketika pimpinan tidak ada 

di kantor. Banyak upaya yang dilakukan aparatur pemerintab, misalnya 
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menunda pelayanan kepada masyarakat, ha! ini berdampak f3.tal terhadap 

fungsi pelayanan publik, sernestinya mereka berinisiatif mengatasi 

pennasalahan minimal me1ninta bantuan teman tanpa hams menunggu 

pimpinan dan berupaya metnecahkan 1nasalah secara bijak dan tidak 

merugikan pelayanan. Di posisi lain, permasalah yang sering dihadapi aparatur 

sebagai pelayanan publik adalah budaya senioritas, sehingga ketika ad.a 

permasalahan mereka enggan meminta bantuan baik kepada atasan maupun 

rekan sejawat. Budaya senioritas ini sangat menghambat profesionalisme 

aparatur dalam pelayanan publik. 

Orientasi terhadap perubahan berkaitan dengan pengembangan 

profesionalisme da1am melaksanaan tugas, ha! ini tentu berhubungan dengan 

keikutsertaan pelatihan/penataran, studi banding atau studi Janjut bagi 

pengembangan aparatur pemerintah. Keikutsertaan aparatur dalam kegiatan 

tersebut akan menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pelayanan 

publik, akan tetapi kondisi di lapangan keseinpatan ini sangat minim. 

Selanjutnya, kualitas pelayanan publik tidak sepenuhnya diperoleh melalui 

kegiatan di atas, akan tetapi gemar membaca terkait dengan beban tugas juga 

menduktm.g munculnya profesionalisme dalam bekerja, namun dilapangan 

motivasi membaca ini sangat rendah, akibatnya kualitas aparatur pemerintah 

begitu-begitu saja tanpa ada perubaban. 

Budaya paternalisme merupakan sebuah b11daya yang menempatkan 

pimpinan dalam suatu lembaga sebagai pihak yang paling penting dan 

menentukan. Keberadaan paternalisme dapat berkembang dan tumbuh subur 
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karena didukung dan dipengaruhi oleh ku1tur teodal dimana sistem nilai, adat 

dan budaya selalu menjunjung tinggi penguasa sebagai orang yang selalu 

diposisikan paling atas, oleh karena itu budaya ini kurang mengenal budaya 

demokrasi dan partisipasi. Kaitannya dengan pelayanan publik, budaya ini 

akan merugik:an masyarakat karena sebagai aparatur pemerintah lebih 

mementingkan atasan dari pada pelayanan masyarakat. 

Faktor lain berhubungan dengan pelayanan publik adalah sistem intensif 

yang diberikan oleh lembaga, meskipun intensif bukan satu-satunya faktor 

penghambat profesionalisme aparatur namun diyakini dengan insentif yang 

dianggap memadai oleh aparatur rnaka rnereka akan menjalankan togas dan 

pekerjaannya secara profesional. Selanjutnya, Siagian (2000,164) menyatakan 

bahwa "faktor-faktor yang menghambat terciptanya aparatur pemerintah yang 

protesional disebabkan karena tidak adanya iklim yang kondusif dalam dunia 

birokrasi untuk 1nenanggapi aspirasi masyarakat dan tidak adanya kesediaaan 

pemimpin untuk memberdayakan bawahan". 

Pendapat tersebut meyakini bahwa faktor yang menghambat munculnya 

sikap profesionalisme aparatur pemerintah terkait dengan ik1im kerja yang 

tidak kondusif, artinya pelaksanaan pekerjaan tidak berdasarkan juknis akan 

tetapi berdasarkan kebijakan, hal ini tentu akan membuat aparatur kurang 

tennotivasi untuk bekerja secara profesional. Dengan demikian sistem kerja 

birokrasi publik yang berdasarkan juklak dan jukt1is membuat aparat menjadi 

tidak responsif serta juga karena tidak berperannya pemimpin sebagai pengarah 

(katalisator) dan pemberdaya bagi bawahan. Kondisi demikian akan 
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berdampak kepada menurunnya semangat kerja aparatur sebagai pelayanan 

publik, karena segala pekerjaan menjadi lebih mudah tanpa birokrasi yang 

terstruktur. Pennasalahan iklim kerja yang tidak kondusif juga dapat dilihat 

dari penempatan aparatur pemerintah yang tidak sesuai dengan spesifikasi 

pendidikannya, tentu hal ini akan mengakibatkan rendahnya profesionalisme 

aparatur pemerintah dalarn menjalankan tugas dan pekerjaannya sehari-hari. 

Faktor lain dari kutipan tersebut adalal1 tidak adanya kesediaan atasan 

untuk memberdayakan aparatur pemerintah dalam hal ini, kepala kantor yaitu 

Bapak Carnal, sebab kondisi aparatur pemerintah bersifat heterogen baik 

berhubungan usia, pangkat dan jabatan serta pendidikan. Banyak aparatur 

pemerintab yang merasa lebih senior dari atasannya sehingga merasa enggan 

untuk melaksanakan tugas dan pungsinya sesuai dengan tltntutan pelayanan 

publik. Realitas menunjukkan bahwa apabila tidak terjalin kehannonisan antara 

atasan dengan bawahan, akan berdampak kepada motivasi aparatur bekerja 

secara inovatif dan kreatif, mereka hanya menerima perintah saja barn 

melakukan tugas kurang respon terhadap perubahan teknologi. Bahkan 

sebaliknya, ada juga aparatur yang sulit menerima perintah dari atasan akan 

tetapi juga tidak merniliki inisiatif untuk melaksanak.an tugas, hal ini menjadi 

penyebab utama rendahnya profesionalisme aparatur pemerintah. Oleh karena 

itu, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang mampu mengayomi 

bawahannya sesuai dengan kebutuhan aparatur. Jadi, pemimpin men1pakan 

kunci utama pelayanan publik yang dilaksanakan aparahrr pemerintah berjalan 

dengan baik. 
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Kepemimpinan dalam organisasi memiliki peran penting untuk mencapai 

tujuan organisasi. Melalui kepemimpinan organisasi dapat 1nengarahkan segala 

sumber daya untuk mencapai tujuan. Banyak defenisi tentang kepemimpinan 

yang intinya sama yaitu pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi 

tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi kearah pencapaian tujuan 

tertentu, pada prinsipnya sama hanya saja redaksinya berbeda. Kepemirnpinan 

merupakan salah satu faktor yang rnenentukan baik buruknya organisasi. 

Muhaimin (2009:9) menyatakan bahwa "kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, baik buruknya 

organisasi sangat tergantung kepada pimpinannya, faktor pemimpin yang 

sangat pcnting adalah karakter dari orang yang menjadi pemimpin". 

Sesuai dengan kutipan di atas, maka pimpinan tertinggi dalam organisasai 

kecamatan adalah Camat, yaitu pribadi yang kuat dan kepemimpinan yang 

mampu mensejahterakan bukan menyesengsarakan bawahannya, mrunpu 

rnemberdayakan bukan memperdayakan bawahannya, pandai merasakan bukan 

rnerasa pandai (selalu menggurui bawahanya). Dengan kata lain kepemimpinan 

yang kuat adalah kepemimpinan yang memiliki visi yang jelas. Peranan 

pemimpin menjadi lebih efektif, apabila seorang manejer memahami beberapa 

kemampuan dasar dalam kepemimpinannya, bahwa setiap pemimpin barns 

rneiniliki tiga keterampilan utama yaitu keterampilan teknik, keterampilan 

hubungan manusia dan keterampilan konseptual. 

Dalam posisi sebagai kepala Kantor Camat, maka keinampuannya harus 

dapat ditonjolkan untuk memimpin aparatur pemerintah di Kecamatan, sebab 
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dengan kompleksitas pennasalahan yang dihadapi, maka pemimpin benarR 

benar di tuntut memiliki profesionalisme. Kepentimpinan yang profesionalisme 

dan responsif sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif 

bagi kinerja organisasi dan menggerakan bawahan. Dimana pengaruh dan 

kemampuan pemimpin dalam pendapat tersebut sangat dominan bagi 

tercapainya tujuan organisasi. Pemimpin dengan otoritas yang dimiliki 

diharapkan mampu untuk memimpin bawahan serta mengorganisir bawahan 

dan meminimalisir perbedaan kepentingan (conflict interest) antara ambisi 

individu, maupun kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena 

itu, gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi kinerja pegawainya. 

Selanjutnya Agustian (2007: I 05), rnengatakan bahwa ''pemimpin (leader) 

yang baik ada1ah mereka yang diharapkan oleh semua stafnya, 1namp11 

memberikan kenyamanan bekerja, memberikan peningkatan kesejahteraan dan 

membangun kerjasama, hannonis, peka terl1adap staf baik dikala suka maupun 

duka". 

Selanjutnya, Fattah, (2006:98) juga mengatakan bahwa "sebagai 

pemimpin harus memberikan pelayanan terbaik terhadap staf yang ad.a di 

lingkungannya. Togas dan fungsi kepemimpinan merupakan rangkaian yang 

lebih spesifikasi disarnping tugas-tugas yang lebih luas dalam totalitas 

kepemimpinan pada lembaga pendidikan". Pemimpin juga dapat dikatakan 

pemegang amanah untuk dilaksanakan, jadi pemimpin adalal1 orang yang 

diserahi tugas dan tanggung jawab untuk memi1npin organisasi atau diterima 

menjadi pen1impin dalam situasi tertentu. Pemimpin me1niliki kemampuan 
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untuk memimpin, ilmu dan pengetahuan, berpengalaman serta harus memenuhi 

persyaratan keterampilan dan pengetahuan misalnya mengatur pembagian 

kerja, merancang strategi, mengkoordinasikan swnber daya bersikap kooperatif 

untuk mempelancar pekerjaan dalam mencapai tujuan. Suatu organisasi akan 

berhasil apabila dipengaruhi oleh potensi pemimpin suatu organisasi akan 

berjalan lesu juga karena persoalan kepemimpinannya. Karakteristik 

manajemen pem1mpin yang profesional dalam paradigma barn akan 

memberikan dampak positif dan perubaban yang cukup mendasar dalam 

organ1sasi. 

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya profesionalisme aparatur 

pemerintah adalah faktor kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, 

Moeljarto (1996:193) menyatakan bahwa "Profesionalisme tidak hanya cukup 

dibentuk dan dipengaruhi oleh keahlian dan pengetahuan agar aparat dapat 

menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, akan tetapi juga turut 

dipengaruhi oleh filsafat-birokrasi, tata-nilai, struktur, dan prosedur kerja 

dalam birokrasi". 

Berdasarkan kutipan di atas, jelas bahwa faktor struktur penugasan serta 

birokrasi sangat mempengaruhi profesionalisme seseorang dalam bekerja. Oleh 

karena itu, untuk me\\'11judkan aparatur yang profesionalisme diperlukan 

political will dari pemerintah untuk melakukan perubahan besar dalam 

organisasi birokrasi publik agar dapat bekerja secara profesional dan responsif 

terhadap aspirasi dan kebutuhan publik. Perubahan tersebut meliputi perubahan 

dalam filsafat atau cara pandang organisasi dalam mencapai tujuan yang 
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dimulai dengan merumuskan visi dan misi yang ingin dicapai dan dijaJankan 

oleh organisasi, membangun struktur yangjlat dan tidak terlalu hirarkis serta 

prosedur kerja yang tidak terlal11 terikat kepada aturan formal. 

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna lUltuk memperjelas dan 

mernahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. 

Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi inenjadi jelas. 

Struktur yang baik adalah struk.tur yang beroreintasi kepada visi·misi 

organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan 

profesionalisrne jajaran di dalal11Ilya. Penempatan aparatur yang sesuai dengan 

kemampuan dan skill yang dimiliki aparatur dalam stn1ktur organisasi 

merupakan suatu penghargaan dalrun melaksanakan tugasnya, sebab 

berdasarkan pengalaman jika penempatan aparatur kurang berkenan bagi 

aparatur akan membuat aparat kurang bersemangat dalam hekerja, terutama 

terhadap pelayanan publik. Menurut Gibson (1995;101) menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah: 

Struktur organisasi adalah pola dan kelompok pekerjaan dalam suatu 
organisasi. Struktur organisasi yang terlalu hirarkis hanya akan 
memperlambat proses kerja dan cendenmg tidak efisien. Terdapatnya 
berbagai macam tugas dalam organisasi yang barns diselesaikan menuntut 
kemampuan dan keahlian aparatur. 

Dengan struktur yang membagi tugas orgamsas1 dalam kelompok 

kelompok bukan berarti struktur menjadi terkotak-kotak. Adanya pengkotakan 

hanya sebagai alat untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan dan pekerjaan 

dalam organisasi berinduk pada kotak tersebut. yang menjadi pertanyaan 

adalah "ketika kotak atau bagan dalam organisasi tersebut dipecah kedalam 
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kot.ak-kotak yang Jebih kecil" sehingga hanya memperpanjang hiraki dalam 

organisasi yang dapat berdampak kepada kelambanan organisasi dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk 

mewujudkan pemerintahan yang desentralis diperlukan organisasi yang bersifat 

ramping (flat) yang dengan rnenggabungkan bagian- bagian yang memiliki 

banyak kemiripan dalam tugas dan fungsi, dimana organisasi yang ramping 

serta didukung dengan desentralisasi kewenangan membuat organisasi menjadi 

fleksibel dalam memberi respon, lebih cepat beradaptasi dengan perubahan, 

lebih efektif dan inovatif, serta lebih kornitmen kepada tujuan. 

Struktur ideal dalam merespon penibahan lingkungan adalah struktur 

yang memberikan ruang bagi anggota organisasi untuk langsung berl1adapan 

dengdll konsumen dan dapat mengambil keputusan tanpa melalui proses 

hirarkis yang terlalu panjang. Sebagaimana dikei.nukakan oleh Ancok (2000: 

187) babwa: 

Untuk menghadapi tantangan kedepan di perlukan desentralisasi 
kewenganan kepada daerah, membangun struktur organisasi yang ramping 
dimana dengan terjadinya desentralisasi kewenangan dan struktur yang 
ramping memungkin bagi organisasi untuk beroreintasi kepada 
masyakarat. 

Pentingnya membangun struktur organisasi yang meminimalkan hirarki 

dan menghemat layer atau tingkatan dalam organisasi memungkinkan bagi 

organisasi untuk bekerja secara efektif dan secara cepat merespon aspirasi 

publik terutama untuk percepatan pengambi1an keputusan dalam suatu 

organisasi guna mengakhiri kebuntuan clan kerumitan sebagai antisipasi yang 

lamban. Salah satu cara untuk metnpercepat proses pengarnbilan keputusan 
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guna mengantisipasi goncangan masa depan adalal1 berusaha untuk lebih 

memperkuat pusat pemerintahan, yang menarnbah semakin banyak semakin 

banyak politikus, birokrat, pakar dan komputer dalam keputusan untuk berlari 

lebih cepat dari akselerasi koropleksitas; cara lain adalah dengan mulai 

mengurangi beban keputusan dengan membaginya kepada lebih banyak orang, 

yang memungkinkan lebih banyak: keputusan dib1iat "kebawah" atau pada 

"pinggiran" ketimbang mengkonsentrasikannya pada pusat yang terkena stress 

dan tidak berfungsi dengan baik. 

Dengan demikian, struktur orgarusast yang bail: agar memberikan 

kontribusi positif bagi profesionalisme aparatumya adalah struktur yang 

memungkinkan bagi terjadinya pendelegasian wewenang dari pimpinan pWlcak 

kepada manajemen lini tengah untuk mensikapi setiap pekerjaan masing· 

masing bagian secara mandiri tanpa harus melalui proses pengambilan 

keputusan yang terlalu panjang dan menunggu instruksi atasan. Adanya 

pendelegasian wewenang dan pembagian tugas yang jelas dan tegas diharapkan 

mampu membuat aparat menjadi lebih profCsional dan bertanggungjawab 

kepada masyarakat. 

Aparatur pemerintah yang bijak adalah aparatur yang mampu 

melaksai1akan berbagai tindakan untuk merespon aspirasi publik dengan cepat 

dan tepat sesuai dengan kebutuhan pelayrutan. Dengan demikian, upaya yang 

dapat dilakukan agar aparatur dapat merespon aspirasi publik salah satunya 

adalah dengan peningkatan profesionalisme aparatur menuju peningkatan 

pelayanan publik, baik melalui pendidikan maupun pelatihan khusus. 
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Disamping, itu untuk 1newujudkan profesionalisme aparatur pemerintah maka 

diperlukan penerapan manajemen modern untuk penataan kelembagaan 

sebagai salah satu kecenderungan global Secara keseluruhan, dengan 

rnendasarkan kepada kenyataan yang ada pada dunia birokrasi yang diperkuat 

oleh argumen dan temuan lapangan maka faktor yang dapat mempengaruhi 

profesionalisme aparatur antara lain yaitu diskresi dalam pemerintahan atau 

disebut juga diskresi administratif, yaitu bentuk kebebasan clan kewenangan 

yang dimiliki oleh aparatur pemerintah khususnya dalam pengambilan 

keputusan dan tindakan tidak mengacu kepada kepentingan publik secara luas 

sepanjang tidak melanggar aturan-aturan yang ada, bersifat kaku dan 

berpatokan pada juknis yang ketat, sehingga tidak ada kebebasan berinovasi 

dan berkreatifitas, sehingga kondisi aparatur pemerintah hanya menunggu 

perintah atasan tidak segera menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat 

bahkan menunda-nunda pekerjaan. 

Kondisi lingkungan kerja yang kondusif juga menunjang munculnya sikap 

profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugasnya. sebab apabila keahlian 

tidak sesuai dengan pekerjaan tentu akan menghambat sikap profesiona1 

aparatur dalam bekerja. Hal lain, yang mengakibatkan profesionalisme 

terhambat adaJah pola reward dan funisment yang kurang diaktitkan, dimana 

aparatur-aparatur yang profesional tentu akan dipromosikan menduduki jabatan 

tertentu, tentu aparatur senantiasa berupaya meningkatkan profesionalnya 

dalam melaksanakan tugas, demikian juga dengan sistem intensif merupakan 

faktor pendorong bagi aparatur untuk meningkatkan karirnya. 
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S. Konsep Pelayanan Publik 

Secara sederhana dalam arti konsep pelayanan berarti rnernbicarakan 

tentang cara yang dilakukan unruk memberikan servis atau jasa kepada orang 

yang membutuhkan. Pengertian secara etimologis, kata publik berasal dari 

bahasa lnggris, yakni public berarti masyarakat, umum, rakyat umum, orang 

banyak dan keperluan wnum. Dalam bahasa Indonesia publik berarti orang 

banyak (umum). Dengan demikian, pelayanan publik merupakan kegiatan 

membantu masyarakat dalam rangka memperoleh servis dan advis yang terkait 

dengan kepentingan umum (orang banyak). Menurut Philip Kotler 

sebagaimana dikutip dalam buku Lukman (2000:8) tentang konsep pelayanan 

publik adalab sebagai berikut: 

A service is any act or feifonnance that one party can offer to 
another that is essentially intangible and does not result in the ownership 
of anything. It's production may or may not be tied in physical produce". 
(pelayanan merupakan setiap tindakan atau pelaksanaan yang dapat 
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasamya 
menunjukkan tidak nyata dan tidak mengakibatkan kekuasaan atas 
segala sesuatunya). Hasil dari pelayanan ini dapat atau tidak dapat 
dikaitk:an dengan produk fisik, jadi pelayanan adalah setiap tindakan 
yang mendapatkan keuntungan dalam suatu kmnpulan atau kesatuan, clan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pad.a suatu produk 
secara fisik. 

Dalam hal ini, ditegaskan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau 

urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan 

orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan. Hal 

ini senada dengan pendapat Lukman (2000:9) menyatakan babwa pelayanan 

adalah "suatu kegiatan atau urusan yang terjadi dalam interaksi langsung antar 

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan 
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kepuasan pelanggan". Disamping konsep pelayanan di atas, dalam memahami 

konsep pelayanan publik harus juga diketahui mengenai konsep publik yaitu 

Sejwnlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, 

tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan nonna yang mereka 

rniliki. 

Pendapat lain oleh Sinarnbela (2006:5) rnenyatakan bahwa pelayanan 

publik adalah "pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai 

penyelenggara negara terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rnasyarakat". Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pelayanan publik 

adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejwnlah 

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan at au kesatuan. Hutasoit (2011: 16) mengemukakan defenisi 

pelayanan publik adalah " pelayanan yang diberikan oleh pe1nerintah sebagai 

penyelenggara negara terhadap masyarakamya guna memenuhi kebuttilian 

masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat". Dengan kata lain, hakikat pelayanan ad al ah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatt1an dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik 

Pelayanan publik di seluruh provinsi serta kabupaten di Indonesia telah 

memperoleh Jandasan konstitusional, yaitu di atur dalam pasal 18 A UUD 

Negara Republik Indonesia, selanjutnya diimplementasikan melalui UU 

Pelayanan Publik. Dengan demikian Undang·Undang Pelayanan Pt1blik 
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memuat prinsip-prinsip dasar yang memru1gkinkan bagi terselenggaranya 

pelayanan masyarakat yang lebih dapat dinikmati oleh masyarakat. Lebi11 

jelasnya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik pasal I ayat l adalah " kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan 

administrasi, yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik". Pedoman 

umum penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi: 

1. Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian oleh 
masyarakat. Kegiatan tersebut han1s diinfunnasikan dan mudah diakses 
oleh masyarakat. 

2. Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan 
satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan 
pasti serta tata cara yang hams ditempuh dalmn rangka penyelesaian suatu 
Jayanan. 

3. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, harus seminimal mungkin 
dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar relepan dengan jenis 
pelayanan yang akan diberikan. 

4. Rincian biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama 
atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umwn 
yang besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang 
berwewenang. 

5. Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu 
pelayanan publik, mulai dari dilengkapinya persyaratan teknis atau 
persyaratan administratifsampai selesainya suatu proses pelayanan. 

Berkaitan dengan beberapa item pelayanan publik, 1nak.a setiap instansi 

Oleh karena itu, untuk untuk memenuhi kebutuhan infonnasi pelayanan kepada 

masyarak.at, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan 

mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar motto pelayanan, lokasi 

serta pejabat yang berwewenang, publikasi tersebut dapat disosialisasikan atau 

melalui media cetak atau media elektronik. 
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Pelayanan publik adalah segala bentukjasa pelayanan baik dalam bentuk 

barang publik, jasa publik dan administratif, yang menjadi tanggungjawab dan 

dilaksanakan oleh institusi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada alasan untuk menghambat 

penyelenggara publik terhadap masyarakat oleh aparatur pemerintah. Secara 

nonnatif maksud pelayanan publik dalam Undang-undang Pelayanan Publik 

adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hokum dalam bubtulgan 

antara masyarak:at dan penyelenggara dalmn pelayanan publik. Dengan 

demikian, penyelenggara pelayanan publik akan memperoleh perlindungan 

dan kepastian hukum apabila bertindak benar sesuai dengan hukurn serta 

masyarakat terlindungi dari pelanggaran hukum atas penyalahgunaan 

wewenang dalam penyelengaraan pelayanan publik. Berdasarkan pasal 3 

Undang-widang tentang Pelayanan Publik bertujuan: 

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, 
tanggungjawab, dan kewewenangan seluruh pihak yang terkait 
penyelenggara pelayanan publik. 

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak 
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan clan korporasi yang baik. 

c. Terpentdtinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 
peraturan perundan-undangan. 

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukmn bagi masyarakat 
dalam penyelenggaraan publik. 

Disamping tujuan pelayanan publik, berdasarkan pasa1 4 Undang-undang 

pelayanan publik tersebut juga barns dilaksanaka11 dengan prinsip atau asas-

asas sebagai berikut 

a. Kepentingan rnnum, artinya pemberian pelayanan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan 
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b. Kepastian hokum, artinya terjaminnya hak dan kewajiban dalam 
pelayanan publik. 

c. Persamaan hak, artinya tidak membedakan suku, ras, againa, golongan, 
gender dan status ekonomi. 

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak han1s 
sebanding dengan kewajiban yang harus clilaksanakan baik oleh 
pemberi maupun penerima pelayanan. 

e. Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki 
kompetensi yang sesuai dengan tugasnya. 

f. Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, 
dan harapan masyarakat. 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, artinya setiap warga 
masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

h Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 
mengakses dan memperoleh infonnasi mengenai pelayanan yang 
diinginkan. 

1. Akuntabilitas, artinya proses penyelengaraan pelayanan harus dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya 
pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta 
keadilan dalam pelayanan. 

k. Ketepat.an waktu, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu 
sesuai dengan standar pelayanan, dan 

I. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, artinya setiap pelayanan 
dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. 

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus mcmiliki standar pelayanan 

dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerirna 

pelayanan. Busrizalti (2013:140) menyatakan bahwa "Staudar pelayanan 

publik adalah ukuran yang d11akukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang 

wajib di taati oleh pemberi atau penerima pelayanan". Jadi, penyelenggaraan 

pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan 

kondisi lingkungan. 
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B. Penetitian TerdahuJu 

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penulis 

mengembangkan penelitian ini, diantaranya ada1ah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 
Matrik Posisi Penelitian 

Nama Tema!fopik Sinopsis Penelitian ini Kebaruan 
Peneliti Lebih Menitik 

beratkan 

Rahmad Peningkatan - pe!ayanan publik Si stem Profesiona-

kapasitas di Kecamatan pelayanan lisme 
Aparntur Peudada menganut pubJU. di .,..,.. ..... 
Pemerintah sistem terpadu dan Kantor Camat dalam 

Daerah dalam transparan Peudada dan Pelayanan 

Pelayanan - Tingkat pelayanan faktor publik 

Publik (Studi di Kantor Camat penyebab 

pada Kantor Peudadadapat rendahnya 

Camat Peudada dikategorikan kategori 

Kabupaten masih kurang pelayanan 

Bireun) - Faktor penyebab publik 

rendahnya 

pe!ayanan publik 

karena kurangnya 

dukungan fasilitas 

kantor carnal 

Emawati Profesionalism Aparatur Kantor Profesionalism Profesiona-

Darwin e Aparatur Camat Sario belum e aparatur lisme 

dalam profesionalisme, pada aspek pelayanan 

Pelayanan masih banyak responsif dan publik dapat 

Publik di kelemahan teruta1na kreatifitas dilihat dari 
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Kantor aspek responsif dan tinggi aspek 

Kecamatan kreatif. responsif 

Sario, Penyebab dan 

kelemahan kreatifuya 

pelayanan publik aparatur 

meliputi adanya dalam 

penguatan tidak menangani 

resmi, tidak masalah 

efesiensi waktu, 

kurangnya 

kesadaran terhadap 

tugas dan tanggung 

jawabnya terhadap 

tugas. 

Selamat Pelayanan - Pelayanan publik Fokus pada Fokus 

din Publik dalam dalam pengurusan pelayanan pelayanan 

Pengurusan KTP masih masyarakat publik pada 

KTP di Kantor dikategorikan dalam aspek 

CamatLut kurang profesional pengurusan inovatif, 

Tawar ditinjau dari aspek KTP ditinjau responsif 

Kabupaten kreatif clan inovatif dari dan kretif, 

Aceh Tengah - Masyarakat efektifitasnya artinya ada 

mengeluh karena inisiatip 

pelayanan lambat merubah 

sampai beberapa suatu sistem 

hari dan sistem untuk 

kerjanya lambat meningkatk 

an 

pelayanan 

publik 
-- -
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Dann.ant Kinerja - pemerintah yang Pola kerja Kinerja 

o& Aparatur modern ditlll1tut pemerintah Aparatur 

Syarif Pemerintah untuk yang modem, pemerintah 

Fadillah Daerah dalam 1nengutamakan mengutamakan dalam 

Rangka kualitas kualitas pelayanan 

Pelayanan pelayanan kepada pelayanan publik 

Publik", masyarakat kepada termasuk 

melalui masyarakat po la 

peningkatau pemerintaha 

efektifitas, nmodern 

efesiensi, 

profesionalisme 

dan akuntabilitas 

Faridah Faktor-faktor Faktor-fuktor yaug Fokus faktor- Faktor-

hanmn I yaug menghambat faktoryang faktoryang 

Menghambat profesionalisme menghambat mengharnba 

profesionalism aparatur pemerintalt profesionalism t 

e aparatur Dinas Lingkungan e aparatur profesiona-

pemerintah Hidup Kabupaten pemerintah lisme 

Dinas Aceh tengah; aparatur 

Lingkungau - pendelegasian petnerintah 

Hid up wewenang 

Kabupaten kurangjelas 

aceh tengah - tidak ad.a reward 

dan punisment 

- banyak aparatur 

yang berstatus 

non pegawai 

neg en 
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C. Kerangka Berfikir 

Aparatur pemerintah adalah keseluruhan lembaga atau badan yang ada di 

bawah presiden, termasuk aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing 

Kabupaten Aceh Tengah. Supriatna menyatakan bahwa aparatur pe1nerintah 

adalah komponen sistem yang mengatur jalannya pemerintahan dan 

pembangunan. Aparatur pemerintah bertanggungjawab melaksanakan roda 

pemerintahan sehari-hari, secara profesionalisme agar pelayanan publik 

mendapat pengaknan dari masyarakat. 

Profesionalisme adalah keandalan seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2000:163) bahwa 

''profesionalisme adalah keandalan seseorang dalam menjalankan tugasnya 

sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cennat, dan dengan 

prosedur yang mudah dipahami dan diilruti oleh pelanggan". Pendapat diatas, 

berasumsi bahwa aparatur yang profesional adalah aparatur yang melaksanakan 

tugasnya dengan mengutamakan kualitas kerja, dapat dipercaya dan tepat 

waktu sesuai dengan kebutuhan, tidak menunda pekerjaan, bahkan sering 

terjadi penyelesaian pekerjaan lebih awal dari target yang telah ditentukan. 

Aparatur yang profesional biasanya cennat dalam menanggapi masalah, 

disiplin kerja dan berupaya menjalankan tugas secara sistematis, sederhana dan 

mudah dipahami pengguna layanan. 

Adapun indikator profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pelayanan publik, penulis berpedoman kepada pendapat Siagian 

(2000: 178) mengatakan bahwa "profesionalisme diukur dari segi 
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kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang 

telah disederhanakan, hal ini dilihat dari aspek kreatifitas, inovasi dan 

responsifitas". Lebih jelasnya, ketiga aspek profesionalisme seorang aparatur 

pemerintah dapat dilihat pada uraian berikut: 

I. Kreatifitas (creativity). 

lndikator kreatif, dalam penelitian ini antara lain: 

a. Kemampuan aparatur untuk menghadapi pennasalahan yang dihadapi 

dalam pelayanan publik secara kreatif, tidak hams diperintahkan oleh 

atasan akan tetapi aparatur langsung mengerjakan pekerjaan sepanjang 

tidak menyalahi aturan. 

b. Aparatur tidak kak:u dalam bekerja, mereka tidak selamanya berpatokan 

kepada peraturan-peraturan akan tetapi pada keadaan tertentu unsur 

kreatifperlu dimunculkan agar pelayanan masyarakat berjalan lancar. 

c. Aparatur yang kreatif adalah aparatur yang selalu berupaya untuk 

mencari ide ban1 dan konsep barn serta menerapkannya dalam 

kehidupan sehari·hari, 

d. Aparatur berupaya mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan 

rnelakukan berbagai cara sepanjang tidak 1nenya1ahi peraturan dan 

prosedur kerja yang mudah clan sederhana. 

2. Inovasi (innovasi), 

Indikator inovasi, dalam penelitian ini antara lain: 

a. Memiliki inovasi baru untuk memudahkan segalajenis pekerjaan. 
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b. Memiliki inovasi me1ninimalkan pembiayaan, misalnya dalam 

pengantaran surat-menyurat kini telah 1nenggunakan media sosial 

semua berlangsung lebih cepat dan praktis. 

c. Aparatur yang inovatif selalll berusaha mencari cara atau metode baru 

yang mampu memudahkan proses pelayanan publik, agar pihak 

pengguna layanan puas dan tidak mengeluh 

3. Responsifitas (responsivity). 

Indikator responsifitas, dalam penelitian ini antara lain: 

a. Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan meng11adapi aspirasi 

barn, perkembangan barn, tuntutan baru, dan pengetahuan barn. 

b. Birokrasi hams merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 

c. Aparatur yang responsif adalah aparatur yang mengikuti arus global 

yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan baru 

misalnya tingkat pendidikan yang lebih tinggi, artinya ada upaya 

pengembangan diri dalam menjalankan tugas, baik melalui pendidikan, 

pelatil1an maupun dengan aktifitas gemar membaca infonnasi. 

Berdasrukan indikator-indikator tersebut, maka untuk menentukan 

aparatur pemerintah profesionalis1ne dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pelayanan publik, penulis mengintcrfrestasikan jawaban responden apabila 

kondisi aparanrr memenuhi seluruh indikator maka aparatur pemerintah 

dikategorikan telah profesionalis1ne dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pelayanan pt1blik, sebaliknya jika hanya memenuhi sebagian indikator maka 
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aparatur pemerintah dikategorikan belum profCsional. Oleh karena, itu untuk 

menentukan kategori profesionalisme aparatur di Kantor Camat Pegasing 

Kabupaten Aceh Tengah diperlukan responden yang mengetahui tentang 

kondisi apararur yang sebenarMbenamya. 



A. Desain Penelitian 

BABlll 

METODE PENELITIAN 

Keberhasilan sebuah penelitian sangat ditentukan oleh pendekatan dan 

jenis penelitian. Sebab, kesalahan dalam memilih pendekatan dan jenis 

penelitian maka akan berpengaruh terhadap basil penelitian, oleh karena itu 

ses11ai dengan data yang diperlukan da1am menjawab nunusan masalah rnaka 

jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 

alasan informasi yang diinginkan lebih mendalam dan bersifat generalisasi, 

seperti pendapat Sugiyono (2008:41) bahwa "penelitian kualitatif memiliki 

wawasan yang Juas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti dan 

mampu menciptakan rapport kepada setiap orang yang ada pada situasi sosial 

yang akan diteliti". 

Sesuai dengan kutipan di atas, maka lllltuk me1nperoleh data yang 

berhubungan dengan profesionaJisme dalarn menjalankan tugasnya sebagai 

pelayanan publik di Kantor Camat Pegasing serta harnbatan bagi aparatur 

pemerintah untuk bekerja secara profesional Digunakan jenis pendekatan 

kualitati( karena data yang diperlukan cenden1ng dari pemikiran sesorang 

yang ditWljuk sebagai narasumber karena alasan tertentu, hal ini sesuai dengan 

pendapat Sukmadinata (2007:60) bahwa "penelitian kualitatif (qualitative 

research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan 

menganalisis fenomena, pristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persefsi, 
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pemikiran orang secara individual maupllll kelompok, semua deskripsi 

mengarah pada penyimpulan". 

Penelitian ini lebih fokus me1nbahas tentang kondisi yang sebenamya 

terjadi di lapangan, tepatnya kondisi profesionalisme pelayanan publik aparatur 

pemerintah di kantor Camat Pegasing, dengan menggunakan intrumen 

penelitian agar lebih sistematis pengumpulan dan penyajian data, sehingga 

basil penelitian akurat dan tepat. 

B. Somber lnfonnasi dan Pemiliban Jnforman 

Infonnan dalam penelitian adalab orang atau pelaku yang benar-benar tahu 

dan menguasai masalah, serta terhbat langsung dengan masalah penelitian. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka pneliti sangat erat 

kaitannya dengan factor-fuktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling 

dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. 

Pemilihan infonnan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan pada asas subyek yang menguasai pennasalahan, merniliki data 

dan bersedia memberikan infonnasi lengkap dan akurat. Informan yang 

bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, adapun 

yang akan menjadi informasi nara sumber dalam penelitian ini adalah aparatur 

pemerintah di Kat or Camat Pegasing Kabupaten Aceh Ten gab dan masyarakat 

selaku pengguna layanan publik, antara lain adalah: 

1. Bapak Camat Pegasing Kabupaten Aceh 'fengah 

2. Bapak Kasi Kesra Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. 
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3. Bapak Kasi Pemerintah Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. 

4. Bapak Zulkifli selaku anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah. 

5. Ibu Aminah selaku Masyarakat Kampllllg Kung Kecamatan Pegasing. 

C. lnstrumen Penelitian 

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif sebagai instrumen utama adalah 

peneliti sendiri, namun untuk memperoleh data yang tepat dan akurat maka 

peneliti sebagai instrumen dapat memvalidasi data dengan 1nemperhatikan hal-

hal berikut : a) Pernahaman peneliti terbadap metode penelitian kualitatif, b) 

Penguasaan wawasan peneliti terhadap bidang yang diteliti dan c) kesiapan 

peneliti untuk memasuki objek penelitian secara akademik mauptm logistik. 

Peneliti adalah instrumen kunci, meskipun dilakukan uji kredibilitas yang 

merupakan ukuran kebenaran data yang dik1unpulkan. Karena hal yang 

terpenting dalain penelitian kualitatif adalah kesesuaian antara konsep teori 

dengan temuan di lapangan dari nara swnber. Adapun upaya·upaya yang 

dilakukan untuk menguji kebenaran data, dikemukakan oleh Margono 

(2008:306) antara lain : 

1. Memanfaatkan waktu penelitian, yakni penggunaan waktu yang relatif 
lama dalam mengumpulkan data dari nara surnber yang dianggap 
representatif memberikan infonnasi. 

2. Triangulasi, yakni aktivitas yang dilakukan untuk n1embandingkan data 
yang diperoleh dari pengamatan langsung dengan data dari nara sumber. 

3. Penggunaan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian, yakni 
tnengwnpulkan data berbagai dokumentasi lalu dituangkan dalam 
bentuk la po ran sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. 



------------------------- ----

so 

Sesuai dengan kutipan di atas, maka untuk menguji kebenaran data 

penulis menggunakan waktu yang relatif lama dalam mengumpulkan data agar 

data yang dikumpulkan representatif, ke1nudian mernbandingkan dengan 

melakukan observasi langsung kc Japangan, agar data tersebut akurat. 

Disamping itu penulis juga merujuk kepada referensi-referensi literatur yang 

relevan dengan penelitian. 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpuJan data yang digunakan peneliti adalah dengan 

menggunakan teknik penelitian yang bersifat tringulasi, yaitu menggali data 

dari berbagai literatur serta mencari data dari berbagai sumber yang terkait 

dengan penelitian. Untuk menunjang penelitian diperlukan data primer dan 

data sekunder yang relevan, maka dapat dilakukan dengan cara : 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung terhadap obyek pene1itian yang sedang melangsungkan kegiatan 

sebagai sumber data dalam penelitian. Observasi dilakukan partisipatif 

karena langsung dilakukan pada objek yang telah ditentukan. Moleong 

(2002:75) menjelaskan bahwa "observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek yang 

diteliti". Pengamatan dan pencatatan yang akan dilakukan pada objek yang 

telah ditentukan sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki 

disebut observasi langsung. 
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2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui 

hal-hal yang lebih mendalam tentang profesionalisme aparatur pemerintah 

dalam pelayanan publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, 

sebagaimana dikemukakan oleh Margono (2008:320) bahwa "jenis 

wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabi1a 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang infonnasi apa yang akan 

diperoleh, oleh karena itu dalam melakukan wawancara dilakukan 

berdasarkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan dan 

alternatif jawaban". 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Sugiyono (2008) menyatakan bahwa dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini 

sebagai pendukung basil wawancara dan observasi agar basil penelitian juga 

akan tercermin kridibel, tentu diperlukan dokumen-dokumen dari Kantor 

Camat Pegasing berupa profit Kantor Camat Pegasing dan data lain yang 

menunjang penelitian. 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisa data untuk mengolah infonnasi yang diperoleh, dilakukan 

beberapa tahapan untuk me1nberikan jawaban terhadap rumusan masalah 

tahapan tersebut adalah: 
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I. Reduksi data 

Pada tahap reduksi, data dan infonnasi diolah untuk menelaah 

keseluruhan data dari catatan lapangan. T elaah ini dilakukan untuk 

menemukan ha1-hal pokok atau penting dari objek yang diteliti, mereduksi 

data berarti merangkwn hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempennudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. 

2. Display data 

Pada tahap display dilakl.1kan kegiatan penyajian data secara sistematis, 

terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih 1nudah 

dipahami, penyajian data dalam bentuk teks dan bersifat naratif. Maka 

berdasarkan kesimpulan inilah data tersebut akan diberi makna yang relevan 

dengan penelitian. 

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Pada tahap verifikasi dilakukan penarikan kesimpulan yang telah 

diambil dengan data yang diperoleh dari prasurvei, catatan lapangan dan 

bantuan a1at berupa kamera. Kesimpulan dalam penelitian diharapkan dapat 

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, dan 

kesimpulan ini berupa temuan baru yang bersifat diskripsi atau gambaran 

yang sebelumnya tidak diketahui. 



BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PI<:MBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Kecamatan Pegasing merupakan salah satu Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk berdasarkan Qanun kabupaten Aceh 

Tengah No. 5 Tahtlll 2014, tentang pembentukan susunan organisasi 

kecamatan kabupaten Aceh Tengah. Sebagai salah satu instansi yang langswig 

berhadapan dengan pelayanan masyarakat di Kecamatan Pegasing Kabupaten 

Aceh T engah, secara khusus menangani Koordinasi pemberberdayaan 

Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Peraturan 

Perundang-undangan atau Qanun, Pemeliharaan prasarana dan fasilitas urnmn, 

Kegiatan pemerintahaan, Membina Pemerintahan Desa, Pelayanan masyarakat 

yang belum dilaksanakan di Desa, Melakukan kegiatan penyuluhan Kecamatan 

Pegasing, Melakukan urusan tata usaha, keberadaannya diatur dalarn 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahon 2003 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Kecamatan Pegasing dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No.50 Tahun 2005 tentang Peningkatan Kantor Kecamatan Pegasing. Tindak­

lanjut dari Pemerintah Kebupaten Aceh Tengah terhadap keberadaan 

Keputusan Mendagri tersebut adalah dengan menerbitkan Keputusan Bupati 

No. 64/KD/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kecamatan Pegasing. 

53 



54 

Kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tenga11 me1npllllyai luas wilayah ± 

9.900 Ha yang memiliki jumlah penduduk ± 182.718 jiwa yang terdiri dari 4. 

128 KK dengan 31 Kampung defenitif terdapat 1 mukim. Secara topografi 

kecamatan Pegasing merupakan daerah yang relatif datar dengan ketinggian 

antara 689m - 1.1 OOm di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 

1.803/tahun dengan suhu udara minimal 220C dan maksimal 240C. Adapun 

letak Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah adalah: 

Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Bies, kecamatan Silih Nara 

dan Kecamatan Celala. 

Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Lut Tawar, kecamatan Linge. 

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jagong dan Kecamatan Atu 

!in tang. 

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bebesen. 

Adapun wilayah kerja Kecarnatan Pegasing sebagai perangkat Daerah 

meliputi 31 Kampung yang terdiri dari: 

I. Uning 

2. Jurusen 

3. Kayu kul 

4. Kute lintang 

5. Pegasing 

6. Belang bebangka 

7. Simpang kelaping 

8. Kung 



9. Kala pegasing 

10. Wih nareh 

11. Paya jeget 

12. Kedelah 

13. Tebuk 

14. Uring 

15. le reloup 

16.Pedekok 

17. Wih lab 

18. Suka damai 

19. Lelumu 

20. Gelelungi 

21. Pepalang 

22. Terang ulen 

23. LinlUlg ayu 

24. Panangan mata 

25. Jejem 

26. Ami badak 

27. Will ilang 

28. Wih terjun 

29. Pantan musara 

30. Berawang baro. 
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Adapun sumber penghidupan bagi masyarakat Kecamatan Pegasing 

Kabupaten Aceh Tengah adalah sektor pertanian, sektor industri, sektor 

perdagangan dan jasa. Di sektor industri menjadi sumber penghasilan bagi 

masyarakat, sebab lahan pertanian semakin berkurang sehingga penurunan 

produksi yang menyebabkan penduduk beralih ke sektor industri, sehingga 

jumlah industri besar, menengah, dan kecil sampai akbir rahun 2017 berjumlah 

56 buah, yang terdiri industri makanan, tekstil, padi dan kopi. Adapun stabilitas 

politik wilayah kecamatan Pegasing Kabupaten aceh Tengah cukuf kondusif 

hal ini ditandai dengan tidak adanya konphk baik SARA maupun politik. 

Keadaan sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Pegasing dapat dilihat 

dari agama yang dianut, sarana pendidikan, sarana kesehatan, swnber-sumber 

pembangunan dan sikap tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan sensus data Kecamatan Pegasing, 98 o/o penduduk beragama Islam 

dan 20o/o penduduk yang beragama katolik. Selanjutnya, terkait dengan 

pendidikan di Wilayah Kecamatan Pegasing berjalan program formal dan 

informal, tentu berkaitan dengan lembaga pendidikan. 

Kantor Kecamatan Pegasing dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati sebagai pada Pemerintah Kota. Menurut Ps.3 Sk. Bupati Aceh 

Tengah No 64/KD/2006 yang mengatur tentang tugas pokok Kantor 

Kecamatan Pegasing sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan 

kegiata·kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan kegiatan·kegiatan di bidang 

Kecamatan Pegasing. 1Jntuk menyelenggarakan togas tersebut maka Kantor 
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Kecamatan Pegasing, memiliki Visi sebagai berikut "tenvujudnya masyarakat 

Pegasing yang mandiri dan berdaya saing, melalui pelayanan prima 

herdasarkan religius, /cultural dan hern,awasan lingkungan". 

V isi tersebut masih berbentuk abstrak dan sebagai upaya untuk rnencapai 

visi tersebut maka dirumuskan Misi sebagai berikut sebagai langkah konkrit 

untuk mencapai visi tersebut 

a. Meningk:atkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam 

memfasilitasi pemberdayaan rnasyarakat. 

b. Meningkatkan pelayanan prima dalam pelayanan publik 

c. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM berdasarkan iman dan 

taqwa. 

d. Menjalankan syariat Islmn khususnya di Kecamatan Pegasing. 

e. Menitik beratkan kepada pembangunan pedesaan yang berwawasan 

lingkungan. 

f. Melestarikan lingkungan pedesaan supaya tetap hijau dan produktif. 

Adapun sasaran dalam rangka mencapai visi dan misi, antara lain adalah: 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 

b. Terwujudnya pelayanan yang mudah, murah, cepat dan akurat 

c. Pengimplementasian peraturan perundang-undangan 

d. Terkendalinya dampak pembangunan pedesaan yang berwawasan 

lingkungan. 

e. Terjaganya kelestarian kesejahteraan sosial dan syariat Islam. 
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Oleh karena itu, untuk memudahkan pelayanan kebutuhan masyarakat 

terkait dengan adrninistrasi pemeri11tahan maka Kantor Camat Pegasing 

Kabupaten Aceh Tengah bertugas melayani kebutuhan masyarakat secara 

prima, adil dan transparansi, sehingga terwujud kepuasan masyarat dalam 

berurusan. Kantor Carnal Pegasing dalam menjalankan tugas dan fungsi 

orgarusas1, didukung oleh 30 orang pegawai, dengan tingkat pendidikan, 

golongan dan jenis kepegawaian berheda-beda. Rekapitulasi data pegawai 

Kantor Camat Pegasing kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

No 

I 

2 

3 

4 

5 

Tabel. 4.1 
Karakteristik Apararur Pemerintah Kantor Carnal Pegasing 

Berdasarkan Golongan/Ruang 

Golongan/Ruaog Jumlah Persentase 

IV 2 6,6% 

III 13 43,33o/o 

II 6 2QG/o 

I - -
Honorer 9 300/o 

30 100 o/o 

Sumber : Kantor Kecamatan Pegasmg, 2017. 

Berdasarkan tabel di atas, maka dalain menjalankan tugas dan fungsi 

sebagai penyelenggara pelayanan dari 30 aparatur pemerintah, 2 orang memiliki 

golonganJ ruang IV atau 6,6%, 13 orang merniliki golonganlruang III atau 

sebanyak 43,33o/o, dan 6 orang memiliki golongan/ruang Il atau 20o/o dan 9 orang 
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pegawai honorer atau 30 o/o. Karakteristik pegawai berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel. 4.2 
Karakteristik Aparatur Pemerintah Kantor Camat Pegasing 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

-·---
NO Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

---·-----
I Laki-laki 20 66,66% 
2 Perempuan IO 33,33% 

------ ·-
Jumlah 30 100% 

Sumber : Kantor Kecamatan Pegas1ng, 2017. 

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah aparatur pemerintah berdasarkan 

jenis kelamin, 20 orang laki-laki atau 66,66% clan 10 orang perempuan atau 

33,33o/o. Dengan den1ikian aparatur pemerintah keca1natan Pegasing dominan 

laki-laki Selanjutnya, karakteristik aparatur pemerintah ada yang pegawai 

negeri. kontrak dan bakti, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

No 

I 

2 

3 

4 

Tabel. 4.3 
Karakteristik Aparatur Pemerintah Kantor Cam.at Pegasing 

Berdasarkan Status Pegawai 

Golongan/Ruang Jumlah Persentase 

Pegawai negeri 21 70 %o/o 

Kontrak 5 16,16% 

Honor 3 l 00/o 

Bakti I 3,3% 

30 100% 

Sumber : Kantor Kecamatan Pegas1ng, 2017. 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat status pegawai negeri sipil 

sebanyak 21 orang alau 70 o/o, status kontrak I orang atau 3,3 %, status honor 3 

orang atau 10 o/o dan status bakti sebanyak 1 orang atau 3,3%. 

Demikianlah gambaran wnum terkait karakteristik aparatur pemerintah kantor 
/ 

Ounat Pegasing Kabupaten Aceh tengah, sedangkan struktur organisasi 

mernpakan ranah pembagian tugas, di Kantor Ounat Pegasing Kabupaten Aceh 

Tengah mengacu pada pasal 6, SK. Bupati Aceh Tengah No.64/KD/2006, 

adalah sebagai berikut: 

CAMAT 

SEKRETARIS CAMAT 

I 
I I 

KASUBAG. KASUB AG. 
PERENCANAAN KEUANG AN 

I I 

KASI. KASI.PMK KASI. KASI KASI. 
PEMERINT AHAN TERANTIB PRIZINAN, KE SRA 

INFORMASI 
DAN 

KOMUNIKASJ 

Bagan .4.1 
Bagan Organisasi Kantor Camat Pegasing Berdasarkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2005. 
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Melihat begitu kompliknya tugas dan peran Camat Pegasing, maka dalam 

menjalankan tugasnya di bagi dalam dua sub yfiltu sub administrasi dan 

pelayanan teknis. Bagian 'fata Usaha terbagi 2 (dua) bagian yakni Sub 

Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai 

tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada selunJh satuan 

organisasi dalam lingkungan Kantor Kecamatan Pegasing serta urusan 

keuangan (pasal 8, SK Bupati No. 64/KD/2006 ). 

Urusan Umwn bertugas menyelenggarakan urusan surat-menyurat, 

kearsipan, ekspedisi, kepegawaian, rwnah-tangga, perjalanan dinas, dan 

pemeliharaan barang-barang inventaris, sedangkan Urusan Keuangan 

1nengurus rnasalah keuangan organisasi Kecamatan Pegasing seperti gaji, 

anggaran, dan lainnya (pasal 11, SK Bupati No.64/KD/2006). Dasar hukum 

dari penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pegasing adalah Keplttusan 

Menteri Dalam negeri No. 131Tahun2011, tentangjenis dan proses pelayanan 

jenis pelayanan sebagai berikut: 

1. Rekomendasi Anggaran Dana Desa (ADD). 

2. Rekomendasi APBD. 

3. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 

4. Rekomendasi Tempat Usaha. 

5. Rekomendasi Proposal. 

6. Rekomendasi Tempat PHR. 

7. Pengesahan dokwnen Kependudukan. 
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8. Pengesahan Sila-sila, keterangan Waris dan Pernyataan tidak keberatan serta 

pembagian Waris. 

9. Pelaporan Konflik Sosial 

10. Pelaporan Bencana Alam. 

11. Pelaporan Fasilitas Umu1n. 

12. Surat Keterangan Tidak Mampu 

13. Surat Keterangan Kependudukan 

14. Surat Keterangan Miskin. 

15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

16. Surat Keterangan Pindah 

17. Surat Keterangan Asuransi Lalo 

18. Ijin Usaha Menengah Kecil 

19. Ijin Pemampaatan Jalan 

20. Ijin Survey/KKN 

21. Ijin Pemasangan Baliho/Spanduk/Iklan 

Untuk lebih jelasnya uraian tugas n1asing-masing pemangku jabatan dapat 

dilihat pada uraian di bawah ini: 

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan 

pemerintah yang dilitnpahkan oleh Bupati da1am wilayah Kerja/kecarnatan, 

dengan tugas sebagai berikut: 

a. Mempelajari peraturan dan penu1dang-undangan dan ketentuan lainnya 

yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian 
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dibidang pelayanan ttmum masyarakat yang menjadi kewenangannya 

c. Bertanggungjawab atas pemeliharaannya dan terciptanya ketenraman dan 

ketertiban di wilayahnya. 

d. Pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di 

wilayah kerja Kelurahan dan Desa 

e. Pemberian motivasi dan penetapan kebijakan dalam rangk:a petnberdayaan 

masyarakat yang rnandiri. 

f. Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi dan 

ketat.ausahaan Kecamatan. 

g. Pembinaan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas-tugas 

jabatan fungsional dan tugas UPT dalam lingkup kecamatan. 

h. Melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah setiap bulan dan akhir tahun 

I. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati 

2. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugasnya dibidang pelayanan teknis dan 

administratiflperencanaan, kepegawaian, keuangan, dan ketata usahaan) 

terhadap semua unsur dalam lingkup, seacara rinci togas seketaris kecamatan 

adalah: 

a. Mempelajari peraturan perundang~undangan dan ketentuan lainnya 

diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan togas. 

b. Perumusan perencanaan dan program kerja serta penyusunan Renstra 

Kecamatan. 



c. Pengelolaan urusan adminsistrasi kepegawaian lingkup kecainatan dan 

tenaga fungsional 

d. Penyusunan anggaran dan pengelolaan tlnlsan keuangan 

e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga kecamatan 

f. Pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan lingkup kecamatan 

g. Melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Camat 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat 

1. Pengk:oordinasian penyelenggaraan tugas seksi 

J. Penyelenggaraan arsip kecamatan 

k. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai 

64 

l. Penyiapan bahan penyusunan LAKIP Keca1natan sesuai bidang tugasnya 

3. Kasi Pemerintaban mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan 

tugasnya dibidang Pemerintahan umum, pernerintahan kelurahan/desa, 

Penataan lingkungan hidup, dan pertanahan. Dengan tugas sebagai berikut: 

a. Mempelajari peraturan perundang·undang dan ketentuan lainnya yang 

diperlukan untuk menWljang kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah, pemerintah propinsi 

dan kabupaten pada desa dalatn wilayah kecamatannya. 

c. Fasilitasi pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan dan 

sosialisasi peraturan~peraturan daerahlkebijakan peinerintah daerah 

tentang desa/ kelurahan dikecamatannya. 

d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program di bidang pemerintahan 



e. Pelayanan administrasi pertanahan dan pembinaan suatu penataan 

lingkungan hidup. 

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada camat 1nelalui sekretaris 

camat. 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat. 

h. Perumusan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum 

i. Pelaksanaan dan pengendalian kependudukan 

J. Penyusunanjadwal kegiatan operasional kependudukan di Kecamatan. 
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k. Pembinaan_ dan pengkoordinasian lembaga Rukun Tetangga (RT), Rukun 

Warga (RW) dan sejenisnya 

l. Penyusunan bahan dan fasilitasi urusan keagrariaan 

m. Penyusunan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan 

kependudukan dan catatan sipil 

n. Penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan atau setiap saat diperlukan 

4. Kasi Ketentramao dan Ketertiban mempunyai tugas Membantu Camat 

dalam melaksanakan tugasnya dibidang penegakan peraturan daerah, 

pendidikan politik, pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, 

serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan 

bencana alarn. Dengan tugas khusus antara lain : 

a. Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang 

diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Pembinaan kemasyarakatan dalam rangka penciptaai1 dan pemeliharaan 

ketentraman dan ketertiban, lingkungan kehidupan 1nasyarakat. 



c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan Perda 

d. Memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pembinaan kesatuan bangsa 

meliputi pembauran dan ketahanan 1nasyarakat dalrun organisasi sosial 

kemasyarakat serta wawasan kesatuan bangsa. 

e. Penyusunan program dibidang Ketentraman dan ketertiban 

f. Fasilitasi perlindungan masyarakat dalam rangka menciptakan 

pengamanan Swakarsa dan Siskamling. 

g. Sosialisasi I kebijakan pemerintah daerah di bidang ketentraman dan 

ketertiban , kesatuan bangsa, dan linmas. 

h. Sosialisasi pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alarn dan korban 

bencana alam. 

I. Melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui sekretaris 

Camat. 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh camat. 
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5. Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Membantu Camat dalam 

melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan umum, Pemerintahan 

Kelurahan/Desa, Penataan lingkungan hidup dan pertanahan, rincian tugasnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang 

diperlukan untuk menoojang kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan 

c. Memfasilitasi pelaksanaan program pendidikan dan tugas kependidikan 

tingkat sekolah dasar. 



d. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial dan tenaga kerja serta 

agama. 

e. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pariwisata, kebudayaan, dan 

keolahragaan. 
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f. Memfasilitasi penyelenggaraan tugas Keluarga Berencana Kependudukan, 

dan Pemberdayaan perempuan 

g. Penyusunan program di bidang kesejahteraan masyarakat. 

h. Sosialisasi peraturan daeragl kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesra 

t. Bertanggungjawab terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

J. Melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris 

Kecamatan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat. 

6. Seksi PMK mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan 

rugasnya dibidang pelayanan pertanian, kehutanan dan perkebunan, 

perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal serta koperasi, 

pertambangan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsinya 

a. Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang 

diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan togas 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan togas teknis fungsional bidang hutbun dan 

pertanian 

c. Memfasilitasi pelayanan kehutanan, perkebunan, pertanian, dan 

peternakan serta perikanan. 
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d. Memfasilitasi pelayanan perhubungan 

e. Memfasilitasi pelayanan industri, perdagangan, penana1nan modal dan 

koperasi. 

f. Memfasilitasi pelayanan pertambangan 

g. Memfasilitasi pelayanan pemberdayaan masyarakat desa 

h. Memfasilitasi pelayanan pembangunan meliputi perencanaan, kesetasian, 

pertumbuhan pengembangan potensi dan sumber daya. 

1. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program dibidang Ekbang 

J. Sosialisasi Perda I kebijakan Perda di bidang Ekbang. 

k. Memfasilitasi pelaksanaan program ekonomi dan pembangunan 

I. Memfasilitasi pelaksanaan progra1n ekbang 

m. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi ekbang 

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekcam 

o. Melaksanakan togas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat 

6. Seksi Perizi.nan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok 

membantu Carnat dalam dalrun pelaksanaan tu.gas di bidang Pelayanan Umum 

yaitu pemberian sarruia dan prasarana pelayanan kelistrikan, kebersihan, 

ja1anan umum, tata ruang, serta permukirnan, Fungsinya : 

a. Mempelajari peraturan perundang-undang dan ketentuan lainnya yang 

b. diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 

c. Memfasilitasi pelayanan umum serta sarana dan prasarana fasilitas 

pelayanan u1nu1n 
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d. Memfasilitasi pelayanan kebersihan , pertamanan, dan penerangan jalan 

u1num. 

e. Memfasilitasi pelayanan tata ruang dan pennuki1nan 

f. Pengkoordinasian penyusunan program di bidang pelayanan umwn 

g. Sosialisasi Perda I pekerjaan di bidang pelayanan ummn. 

h. Memfasilitasi dan melaksanakan pelaksanaan program pelayanan umrnn. 

1. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi pelayanan um1un 

J. Melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Camat 1nelalui Sekcatn 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Camat 

1. Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang 

tugasnya. 

Selanjutnya, unruk mendukung profesionalisme pegawa1 dalam 

menjalankan perannya sebagai pelayanan publik, tentu harus didukung oleh 

sarana dan prasarana. Bedasarkan observasi penulis, keberadaan kantor Camat 

ditinjau dari aspek sarana dan prasarana masih belum memenuhi standar sarana, 

baik dari gedung maupun mobiler, oleh karena itu diharapkan untuk 

meningk:atkan kapasitas pelayanan publik perlu diupayakan kelengk:apan sarana 

dan prasarana, misalnya adanya ruang tunggu, adanya satpam dan lain·lain. 

Adapun fasilitas yang tersedia di Kantor Kec.amatan Pegasing Kabupaten Aceh 

Tengah, antara lain: 

I. I (satu) Mobil Dinas. 

2. 2 (dua) Sepeda Motor. 

3. 5 (lima) Perangkat Komputer. 
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4. 4 (empat) Mesin Tik. 

5. (satu) Televisi Berwarna. 

6. 2 (dua) Tape Recorder. 

B. Hasil Penelitiao 

Profesionalisme aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pelayanan publik, dapat dilihat dari indikator profesionalisme yang 

meliputi indicator sikap responsif, kreatif dan inovatif dari aparatur pemerintah 

dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan infonnasi 

yang akurat tentang profesionalisme aparatur pemerintah Kantor Camat 

Pegasing dalam menyikapi tugasnya sebagai pelayanan publik dan 1nengetahui 

juga tentang faktorMfaktor yang menghrunbat munculnya profesionalisme 

peserta, maka penulis melakukan wawancara dengan berbagai infonnan. 

Berikut, penulis melakukan wawancara dengan infonnan yang telah 

ditentukan, dalam hal ini rekapitulasi jawaban responden dapat dilihat pada 

uraian berikut. 

1. Profesionalisme Aparatur dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat 

Pegasing Kabupaten Aceb Tengah. 

Profesionalisme adalah Cenninan keterampilan dan keahlian aparatur 

pemerintah dalam menjalankan tugasnya, hal ini tentu banyak hal yang 

mempengaruhinya diantaranya adalah kesesuaian tingkat pengetahuan, 

latar belakang pendidikan, kerja yang menjadi tanggungjawabnya dan 

profesionalisme juga dapat dikatakan sebagai cerrninan potensi diri yang 



71 

dimiliki aparatur pemerintah baik dari aspek kemampuan maupun aspek 

tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktifitas dan 

kreatifitas. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada 

bah awal, maka indikator protesionalisme yang diukur dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Responsifitas 

Responsifitas adalah kemampuan aparatur pemerintah dalam 

mengantisipasi dan menghadapi perkembangan dan tuntutan baru, agar 

tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu sikap 

responsif dari aparatur akan tergambar juga dari sikap aparatur untuk 

rnenerima aspirasi-aspirasi positif guna meningkatkan pelayanan publik. 

Berclasarkan basil wawancara dengan beberapa responden yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terkait sikap protesionalisme aparatur pemerintah 

di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam pelayanan 

publik, aspek responsifitas yaitu suatu sikap yang peka terhadap 

perkembangan teknologi dan infonnasi sebagai tuntunan barn dalam 

memudahkan proses pelayanan publik, selain itu sikap responsif ini 

tergambar juga dari sikap aparatur untuk 1nenerima aspirasi-aspirasi positi 

guna meningkatkan pelayanan publik, ha1 ini dapat dilihat pada uraian 

berikut. Bapak Camat yaitu Bapak Muslim menyatakan bahwa: 

Pelayanan publik aparatur pemerintah Kecamatan Pegasing 
sudah baik, namun dalam aspek responsif dapat dikategorikan kurang 
optima1 karena pada umwnnya aparatur pemerintah di Kantor camat 
kurang respon dalarn menerima aspirasi baru atau perkembangan baru, 
misalnya penggunaan komputer, saat ini untuk memudahkan sega1a 
urusan mau tidak mau aparatur pemerintah harus mampu 
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mengoperasikan komputer, karena bukan zamannya mesin ketik 1agi. 
Oleh karena itu, pelayanan publik belum prima sebagaimana visi 
Kantor camat, semestinya setiap aparatur respon terhadap tuntutan 
perkembangan zaman, namun kenyataan keberadaan aparatm 
pemerintah belum menyadari kebutuhan ini sepenuhnya. Sehingga, 
berkaitan dengan komputer hanya beberapa karyawan yang mampu 
mengoperasikan dengan baik dan lancar. Demikian juga dengan 
hmtutan baru berkaitan dengan pendidikan, beberapa aparatur tidak 
mau lagi menempuh pendidikan yang lebih tinggi. (Wawancara 
Tanggal 20 maret 2018). 

Berdasarkan basil wawancara tersebut bearti aparatur pemerintah dalam 

pelayanan publik sudah baik, namun belutn profesional dalam menyikapi 

perkembangan zaman, bersikap pasip mengikuti perkernbangan teknologi yang 

semakin berkembang, mereka kebanyakan pasrah dengan keadaan yang ada 

dengan dalih usia dan masa kerja. Perkembangan yang sangat mencolok adalah 

perubahan sistem informasi dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat 

semua serba on line, tentu mereka mau tidak mau hams mempelajari perangkat 

komputer yang meliputi program-program aplikasi data, akan tetapi menjadi 

kenyataan di lapangan aparatur kw·ang berminat mengikuti perkembangan 

tersebut. Demilcian juga, dengan tuntutan bani yaitu harus memitiki pendidikan 

minimal sarjana akan tetapi aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing tidak 

respon lagi dengan aturan-aturan tersebut, mcreka pasrah dengan pendidikan 

yang ada, sehingga berdasarkan data yang terkumput masih ada aparatur 

pemerintah yang pendidikannya SMA, sehingga kondisi ini sangat merugikan 

aparatur karena ketika hadir aparatur lain ya11g lebih profesional dan 

berpendidikan lebih tinggi mereka terpaksa tidak dapat menduduki jabatan 

promosi yang diinginkan karena tidak memenuhi persyaratan untuk menduduki 

jabatan tersebut. 
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Hal ini senada dengan jawaban Bapak Kasi Pemerintahan, terhadap sikap 

responsifitas aparatur pemerintah dalam pelayanan publik, beliau menyatakan 

bahwa: 

Pada wnumnya aparatur pemerintah kurang respon dengan 
perkembangan sistem informasi manajemen yang yang berbasis 
teknologi infonnatika, aparatur merasa puas dengan kemampuan yang 
dimilikinya, aparatur kantor camat Pegasing telah membudaya dengan 
pola administrasi lama yaitu secara manual menggunakan mesin ketik, 
sehingga dengan perkembangan teknologi saat ini semestinya pekerjaan 
menjadi lebih cepat, kenyataarumya pekerjaan menjadi Jambat, karena 
tidak semua aparatur mampu mengoperasikan komputer, dengan kata 
lain untuk menyelesaikan sebuah surat harus menunggu aparatur yang 
memiliki skil komputer, hal ini tentu aparatur pemerintah di kantor 
Camat Pegasing dikatakan belum profesional. (Wawancara Tanggal 22 
Maret 2018). 

Dengan demikian, kondisi aparatur pemerintah kantor camat Pegasing 

dapat diasumsikan kurang profesional terkait aspek responsifitas, mereka 

enggan menerima perubahan sistem informasi data dengan perkembangan 

teknologi, sehingga ketika pihak tertentu me1nbutuhkan data tentang profit 

Kantor Camat, harus berinduk kepada data statistik kabupaten. Nab, akibat 

keterbatasan keterampilan ini banyak aparatur yang kehilangan pekerjaan 

karena tidak ma.inpu mengoperasikan komputer, akibatnya pelayanan menjadi 

lambat dan sering komplin masyarakat. Banyaknya aparatur yang tidak mahir 

menggunakan komputer terpaksa menunggu perintah atasan untuk 

melaksanakan pekerjaan lain. Sedangkan bagi aparatur yang mampu 

mengoperasikan komputer, mereka akan mendominasi pekerjaan babkan 

mereka akan mendapatkan insentif lebih atas pekerjaannya, sehingga atasan 

memberikan peluang dan kesempatan kepada aparatur untuk memaksimalkan 

pekerjaan mereka direkomendasikan mengikuti pelatihan dan sebagainya. 
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Selanjutnya, Bapak Kasi Kesra menyatakan tentang profesionalisme 

aparatur pemerintah di Kantor camat Pegasing terkait aspek responsifitas, 

beliau mengatakan bahwa: 

Kemampuan aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing 
Kabupaten Aceh Tengah dalam rnemberikan layanan sudah baik, dengan 
ukuran bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan, prosedur pelayanan yang sebenarnya telah tertuang 
dengan jelas pada tu gas dan fungsi masing-masing pegawai. Prosedurnya 
sudah seperti itu, hanya saja masalah waktu kurang efektif dan efesien, 
sering terjadi lambat dalarn penyelesaian pekerjaan, hat ini berhubungan 
dengan kemahiran aparatur menggunakan komputer. Namun 
profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan publik dapat 
dikategorikan rendah, hal ini diakibatkan keterbatasan kemampuan 
aparatur mengikuti perkembangan zaman, sehingga apabila tidak 
diimbangi oleh aparatur yang responsif maka kondisi ini mengakibatkan 
ketingga1an infonnasi, sebab saat ini infonnasi tidak lagi melalui surat 
akan tetapi serba media internet dan lain-lain, jadi hendaknya aparatur 
memiliki kemahiran dalam dunia IT agar pelayanan publik di kantor ini 
berjalan dengan baik. Demikian juga faktor sarana IT sangat mendukung 
kerja profesional aparatur pemerintah.(Wawancara Tanggal 25 Maret 
2018). 

Perkembangan teknologi menjadi ttmtutan aparatur pemerintah dalam 

menjalankan tugasnya yang profesional, karena di zaman sekarang surat-

menyurat, sistem infonnasi data semuanya sudah berbasis on line, meskipun di 

Kantor Camat Pegasing belum sepenuhnya demikian. Hal ini, menjadi dilema 

bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas sehari-hari berhubungan 

dengan pelayanan publik, karena di satu sisi perke1nbangan teknologi akan 

meningkatkan kualitas pelayanan, karena segalanya menjadi lebih cepat, 

mudah dan praktis. Namun, di sisi lain perkembangan teknologi ini menuntut 

aparatur hams menguasai IT, karena semua pekerjaan sangat tergantung 

kepada IT, akan tetapi aparatur tidak semuanya mampu mengoperasikan IT 

akibatnya pekerjaan menjadi lambat dan tidak praktis. 
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Pendapat responden selaku masyarakat biasa mengunJung1 dan 

mendapatkan pelayanan publik di Kantor Camat yaitu Bapak Zulkifli untuk 

mengurus izin keramaian acara keluarga menyatakan bahwa" pelayanan sudah 

baik ratnah, kami diarahkan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan, akan 

tetapi pengaturan waktu masih belum optimal karena semestinya pekerjaan 

dilaksanakan hitungan jam, malah jadi hitungan hari dengan alasan pegawai 

yang bagian perizinan tidak hadir, hanya pegawai tersebut yang 

bertanggungjawab terhadap tugas tersebut". (Wawancara Tanggal 25 Maret 

2018). Hal ini menunjukkan bahwa resposifitas aparatur pemerintah dalam 

melayani masyarakat belum optimal, karena seharusnya pekerjaan selesai cepat 

terpaksa menwtggu beberapa hari. Realitas menunjukkan bahwa alasan 

keterlambatan pengurusan ini terkait dengan salah satu aparatur yang tidak 

hadir, akan tetapi karena aparatur yang cuti adalah aparatur yang mainpu 

mengoperasikan komputer maka semuanya akan terkendala. Hal ini, juga 

didukung oleh Ibu Aminah yang sedang mengurus surat pengantar pasphor, 

beliau menyatakan " pelayanan aparatur Kantor Camat sudah baik mereka 

me1nberikan infonnasi sesuai dengan prosedur kerja, akan tetapi dalam 

pengurusan lebih lanjut sering salah sehingga barns bolak-balik hal ini tentu 

menggunakan waktuyang relatiflama". (wawancara Tanggal 22 Maret 2018). 

Berdasarkan beberapa jawaban responden di atas, maka pelayanan 

aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sudah 

baik, mereka mengarahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

memberikan infonnasi yang tepat dan akurat dalam pengurusan, akan tetapi 
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terkait dengan waktu belwn efuktif dan efesien, 1nasyarakat kurang puas 

terhadap pelayanan karena hams menunggu beberapa hari dan informasi yang 

diberikan tidak mengikuti perkembangan infonnasi dari berbagai instansi yang 

terkait Dengan demildan bearti aparatur pemerintah di Kantor Camat Pegasing 

masih lrurang responsif terhadap perkembangan teknologi, masih banyak 

aparatur yang belum memiliki kemampuan 1nengoperasikan komputer dengan 

baik, hal ini tentu akan berpengaruh pada pelayanan publik. Semestinya 

pekerjaan dapat disiapkan dalam hitungan jam akibat kurang profesional 

dalam pekerjaan hal ini rnenjadi beberapa hari, hal ini tentu berhubungan 

dengan kemampuan IT yang dimiliki oleh aparatur. Namun, dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan sangat tergantung kepada aparatur yang memiliki 

skill komputer. 

Berdasa.rkan jawaban responden, maka dapat dinyatakan bahwa pelayanan 

publik pada aspek responsif dapat dikategorikan rendah, karena aspek ini 

berkaitan dengan kemampuan aparatur mengikuti perkembangan baru, dalarn 

hal ini terjadi perubahan pola sistem infonnasi data secara manual menjadi on 

line, dari fasilitas mesin ketik menjadi komputer, aparatur belum sepenuhnya 

mampu mengoperasikan komputer, sehingga semestinya aparatur mempercepat 

pekerjaan akhirnya menjadi lambat, detnikian juga dengan tuntutan peraturan 

baru, bahwa aparatur 1ninimal memiliki pendidikan sarjana, kenyataannya 

aparatur tidak mau menempuh pendidikan yang lebih tinggi, tentu hal ini 

berdampak pada penempatan jabatan dan pengembangan karir, mereka puas 

dengan pendidikan dan jabatan yang mereka miliki. 
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Pelayanan publik prima sebagaimana tercantung dalam visi di Kantor 

Cam.at Pegasing, dapat diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme 

aparatur pemerintah dalam 1nenjalankan tugasnya, sebagaimana dijelaskan oleh 

Tjokrowinotono (1996: 193) bahwa profesionalisme tidak hanya cukup 

dibentuk dan dipengamhi oleb keablian dan pengetahuan agar aparat dapat 

menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efesien, akan tetapi juga 

dipengaruhi oleh filsafat birokrasi, struktur dan prosedur kerja dalam birokrasi 

Pendapat ini 1nenunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme aparatur juga 

berhubungan dengan birokrasi dalam menjalankan tugas masing-masing 

aparatur, tidak selamanya hams berdasarkan juklak atau juknis, aparatur hams 

respon terhadap situasi pelayanan agar tidak kaku harus sesuai dengan juknis. 

Hal ini, sesuai dengan pengalaman sehari-hari apabila sitem kerja birokrasi 

publik berdasarkan juklak atau juknis membuat aparat menjadi tidak responsif 

serta tidak berperannya pemirnpin sebagai pengarah (katalisator) dan 

pemberdaya bagi bawahannya, (Siagian:2000, 164). Hal ini, mennnjukkan 

bahwa kepemimpinan sangat mempengaruhi mwiculnya kreatifitas aparatur 

pemerintah, sebab bila kepemimpinan memberikan kewewenangan secara 

penuh maka aparatur juga mendapat kepercayaan dan kesempatan berkreasi 

sestiai dengan kemampuannya. 

2. Aspek Kreatif 

Kreatif adalah salah satu sikap profesional yang harus dimiliki oleh 

aparatur pemerintah dalam pelayanan publik, karena sebagai aparatur 

pemerintah di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah memiliki 
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kewajiban untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya secara 

prima dengan prinsip mengutamakan kepentingan 1nasyarakat, aparatur 

pemerintah harus tanggap dan cennat mengatasi 1nasala11 agar image 

masyarakat terhadap pelayanan baik, dan upaya menciptakan model kerja 

baru bertujuan untuk me1npermudah penyelenggaraan tugas dan pelayanan 

masyarakat. Berdasarkan basil wawancara penulis tentang profesionalisme 

aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing terkait aspek kreatif, Bapak Camat 

Pegasing menyatakan bahwa" dapat saya katakan hanya sebagian kecil yang 

kreatif mereka bekerja atas inisiatifuya sendiri tanpa hams diperintah dan 

mereka berupaya menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari target yang 

ditentuk:an, namlUl sebagian besar rnereka sangat tergantung perintah dari 

atasan" (Wawancara tanggal 20 Maret 2018) 

Berdasarkan jawaban Bapak Camat, maka keadaan aparatur pemerintah 

di Kantor Camat Pegasing belum sepenuhnya profesiona1 khusus bila ditinjau 

dari aspek kreatif, masih banyak aparatur yang kerjanya tergantung perintah 

dari atasan, tidak ada upaya untuk menciptakan gagasan baru yang 

mernudahkan dan mempraktiskan tugas dan pekerjaan. Namun, dalam 

mengahadapi berbagai pennasalahan yang muncul di Kantor para aparat 

bermusyawarah mencari solusi yang tepat, meskipun di luar kendali Bapak 

Camat sepanjang tidak menyalahi aturan, sebab keberadaan Bapak Camat 

sering tidak berada di ternpat karena kepentingan tertentu, oleh karena itu 

aparatur berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Dalam 

hal ini, meskipun aparatur pemerintah belum me1niliki 1nodel kerja ban1 dalam 
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pelayanan publik, akan tetapi kemampuan aparatur dala.in menangani masalah 

sangat baik, diawali dengan diskusi bersama aparatur yang memiliki job kerja 

yang sama dan selanjutnya dilaksanakan secara bersruna·sama. Selanjutnya, 

Kasi pemerintah menyatakan tentang profesionalisme aparatur pemerintah 

terkait aspek kreatif, beliau menyatakan bahwa: 

Aparatur pemerintah di Kantor Camat Pegasing kurang kreatif 
dalam melaksanakan tugasnya, aparatur melaksanakan tugasnya hanya 
cenderung manual, karena tidak: semua mampu mengoperasikan 
komputer. Sebab, aparatur pemerintah di Kantor Carnat pada umumnya 
bertugas untuk menerbitkan pengantar surat, tentu untuk memudahkan 
masyarakat maka setiap aparatur kreatif menghadapi kebutuhan 
masyarakat. Aparatur menjalankan tugas dan fimgsinya harus 
berdasarkan perintah atasan, tidak ada upaya dari diri sendiri untuk 
membenahi pekerjaan menjadi lebih baik, masyarakat kurang tennotivasi 
untuk meningkatkan kinerjanya., agar masyarakat yang ben1rusan mudah 
dan cepat, sebagaimana visi Kantor yaitu mewujudkan pelayanan prima, 
sehingga masyarakat puas menerima pelayanan aparatur pemerintah 
karena pelayanan cepat dan tidak berbelit-belit. (Wawancara Tanggal 22 
Maret 2018). 

Beradasarkan jawaban tersebut, dapat diperhatikan bahwa 

profesionalisme aparatur pemerintah pada aspek kreatif dapat dikategorikan 

lemah karena aparatur bekerja menunggu perintah dari atasan, kurangnya 

inisiatif sendiri untuk memudahkan dan menyederhanakan pekerjaan agar 

pelayanan publik. menjadi lebih baik. Mereka kurang termotivasi untuk mencari 

ide-ide baru guna menyederhanakan pekerjaan, mereka terpaku dengan pola 

pekerjaan lama dan merasa puas dengan pekerjaan yang ia lakukan, sulit 

1nenerima perubahan. Hal ini, juga disampaikan oleh nara somber lain tentang 

kondisi kreatifisme aparatur pernerintah di Kantor Camat Pegasing, yaitu Kasi 

Kesejahteraan menyatakan bahwa: 
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Pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat sangat baik, 
tidak mengenal siapa dari mana semua dilayani dengan bail::, hal ini 
mungkin telah menjadi kebiasaan aparatur pemerinta11 dalam 
menjalankan tugasnya, sesuai dengan motto kerja kami kepuasan adalah 
kebanggan kami. Namllll, pelayanan publik tidak sebatas melayani, lebih 
rnenekankan kepada proses penyelesaian pekerjaan dengan kreatif. 
Pekerjaan cepat selesai dan akurat, akan tetapi di sini masih 
menggunakan pola lama, hanya dibebankan kepada aparatur yang 
mampu mengoperasikan komputer, tidak ada upaya melakukan 
perubahan ke arah yang lebih cepat, jadi sikap kreatifuya tidak muncul, 
segala urusan berpola manual, hal ini tentu akan memperlambat proses 
pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Sementara, menyikapi 
perkembangan sistem infonnasi pelayanan dapat dilakukan via on line, 
sehingga masyarakat cepat mendapatkan kebutuhannya (wawancara 
Tanggal 25 Maret 2018). 

Berdasarkan basil wawancara tersebut, dapat ditegaskan bahwa aparatur 

dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan publik mengutarnakan 

pelayanan prima, 1nelayani siapapllll yang datang benlfUsan tidak me1nandang 

ras, suku dan sebagainya, meskipun dalrun upaya percepatan penugurusan 

kurang kreatif. Karena, aparatur tidak semuanya mampu mengoperasikan 

komputer, mereka menunggu aparatur yang berwewenang tidak ad.a inisiatif 

untuk mempercepat segala pekerjaan. Dengan kata lain, aparatur terpaku 

dengan pola pengurusan lama, semuanya serba manual. Sementara dalam 

menyikapi perkembangan telu1ologi yang semakin canggih, masyarakat dapat 

berurusan via on line, hal ini akan mempercepat segala pekerjaan dan 

menguntungkan baik kepada aparatur pemerintah maupun kepada masyarakat. 

Hal ini, senada dengan jawaban bapak: Zulkifli bahwa "dari aspek 

pelayanan kami sangat bangga, karena tidak ada perbedaan antara pejabat dan 

rakyat biasa semua dilayani dengan baik" (wawancara Tanggal 25 Maret 

2018). Hal ini, menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan aparatur 
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pernerintah telah sesuai dengan standar penilaian hanya saja dari aspek kreatif 

masih le1nah, 1nereka tetap memegang pola lama dalam menjalankan tugasnya. 

Demikian juga jawaban Ibu Alninah bahwa " kami puas dengan pelayanan 

apararur pemerintah kantor camat, karena kami dituntun dan diatahkan mulai 

masuk kantor sampai selesai dan pegawainya rarnah-ramah, peduli dengan 

kami yang datang berurusan"(Wawancara Tanggal 22 Maret 2018). 

Berbicara 1nasalah kreatif, merupakan suatu sikap untuk menciptakan 

sistem pelayanan publik yang berkualitas, yang sifatnya praktis dan 

memudahkan proses pelayanan masyarakat, misalnya selama ini pengurusan 

adrninistrasi secara pola manual kini dapat dijalankan secara on line. Kreatifini 

merupakan sebuah upaya aparatur untuk menciptakan situasi baru dalarn 

pelayanan publik, agar keluhan-keluhan masyarakat dapat tertangani dengan 

baik, misalnya dalam pengurusan administrasi yang diperlukan oleh 

masyarakat, aparatur tidak bergantung kepada aparatur yang mahir komputer 

saja, mereka kreatif menyikapi permasalahan tersebut, inilah yang dikatakan 

dengan kreatif, sesuai dengan pendapat (Musbikin; 2006:6) bahwa kreatifitas 

adalah kemampuan memulai ide, melihat hubungan yang barn atau tak diduga 

sebelwnnya, kemampuan memfonnulasikan konsep yang menarik untuk 

dikembangkan. Pada intinya kreatifitas adalah keinampuan umum untuk 

menciptakan sesuatu yang baru atau gagasan barn yang daopat diterapkan 

dalam serta sebagai upaya melihat-hubungan-hubungan barn antara unsur­

unsur yang sudah ada sebelwnnya. Oleh karena itu, sebagai aparatur 

pemerintah di Kantor Crunat Pegasing diperlukan sikap kreatif dalam 
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pelayanan publik, diantaranya adalah adanya sikap ingin menciptakan sesuatu 

yang baru dalam memecahkan masalal1, agar pelayanan menjadi lebih prima 

sebagaimana visi kantor Camat Pegasing. 

Pelayanan publik adalah tindakan yang diberikan oleh aparatur 

pemerintah kepada pengguna layanan, apabila pelayanan yang didapatkan 

masyarakat baik dan mereka merasa puas maka image Kantor camat ditengah­

tengah masyarakat menjadi baik puJa, sebaliknya apabila pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat kurang baik maka image masyarakat terhadap 

kantor tersebut pasti kurang baik pula, oleh karena itu setiap aparatur 

pemerintah harus profesional dalam bidangnya. Adapun, dasar aparatur 

pemerintah harus profesional sesuai dengan saran masyarakat bahwa 

statement pelayanan itu bisa selesai dalamjangka waktu 1 (satu) hari, apabila 

rekomendasi lengkap. Kasi Kepemerintahan menegaskan bahwa selaku 

penanggung jawab pemberian rekomendasi bertujuan memudahkan 

rekomendasi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, akan hanya 

berlangsung 1 (satu) hari dengan membawa surat keterangan dari pemerintahan 

desa masing-masing. Kondisi ini 1nendukung pelayanan publik yang 

berkualitas, artinya kualitas pelayanan publik bukanlah ha! mudah terutama 

yang bersifat jasa dan administratif, sebab pelayanan publik yang diberikan 

aparatur adalah tolak ukur suatu negara, sebagaimana dikemukakan oleh 

(Afrial, 2009:88) bahwa "kualitas pelayanan adalal1 perbandingan yang 

diharapkan konswnen dengan pelayanan yang diterimanya". Pendapat ini 

bermakna bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah 
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kepada masyarakat adalah tolak ukur kreatifitas aparatur dalam menjalankan 

tugasnya, masyarakat akan memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan 

berdasarkan perbandingan pengalaman yang pernah dirasakan dengan apa yang 

diharapkan atas pelayanan tersebut Dengan demikian ada perbandingan 

aparatur yang memiliki kreatifitas tinggi dalam pekerjaannya, dengan aparatur 

yang tidak kreatif. 

3. Aspek lnovatif 

Inovasi sebagai bentuk perwujudan dari kecakapan kreatifitas birokrasi 

melalui respon yang ada dari perubahan lingkungan, dengan mengandalkan 

kreatifitas jajaran birokrasi untuk 1nenciptakan model kerja baru yang 

bertujuan untuk mempemludah penyelenggaraan tugas dan pelayanan 

masyarakat, ide baru inilah yang dtkatakan dengan inovasi. Hasil wawancara 

penulis dengan nara swnber tentang profesionalisme pelayanan publik pada 

aspek inovatif dapat dilihat pada uraian berikut. Bapak Camat Pegasing yaitu 

Bapak Muslim menyatakan bahwa Bapak Carnal Pegasing bahwa: 

Aparatur pemerintah di Kantor Camat Pegasing sangat inovatif, 
bila ditinjau dari indikator inovatif yang telah ditetapkan, karena 
meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki kantor 
camat Pegasing terutama sarana teknologi informatika, mereka tetap 
profesional dalam pelayanan publik. Kondisi sarana yang dimiliki kantor 
sangat minim sekali masih jauh dari standar minimal kantor, baik dari 
aspek fisik maupun mobilernya, namun mereka berinisiatif melayani 
masyarakat dengan sepenuh hati, tidak mengecewakan masyarakat semua 
kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai dengan keperluannya, hal ini 
terbukti tidak adanya pengad1ran masyarakat sepanjang saya menjabat, 
meskipun dari aspek waktu kadang-kadang kurang optimal, semestinya 
dapat diselesaikan sehari dapat selesai berhari-hari hal ini juga ada 
kaitannya dengan keterbatasan sarana, seperti komputer dan lain-lain. 
(Wawancara Tanggal 20 Maret 2018). 
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Jawaban responden di atas, menyatakan bahwa profesionalisme aparatur 

pemerintah di Kantor Camat Pegasing pada aspek inovatif dapat dikategorikan 

sangat tinggi, sebab meskipllll dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang 

dimiliki kantor baik aspek fisik maupun mobilemya masih jauh dari standar, 

akan tetapi mereka tetap melayani kebutuhan masyarakat sebagaimana 

perannya sebagai pelayanan publik, mereka mendaya gunak:an somber daya 

yang ada secara efektif dan efesien. Hal ini, dapat dibuktikan dengan kotak 

saran pengaduan sepanjang tahun belurn ada keluhan masyarakat. Sesuai 

dengan pendelegasian wewenang kepada masing·masing aparatur pemerintah 

maka pada umumnya aparatur pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya 

tidak selama berdasarkan juknis, mereka tanggap dan peka terhadap keadaan 

lingkungan, sehingga mereka memiliki inisiatif untuk memudahkan dan 

menyederhanakan pekerjaan. Misalnya, ketika pimpinan tidak ada mereka 

mencari solusi yang tepat agar masyarakat tidak kecewa dan untuk 

memudahkan pengurusan pihak aparatur pemerintah menyiapkan format­

format tertentu agar proses lebih cepat, sehingga masyarakat tinggal 

menuliskan data dan keperluan. 

Adapun fakta keterbatasan sarana dan prasarana di Kantor Camat 

Pegasing, ditinjat1 dari aspek ketersediaan sarana komputer yang dapat 

dioperasikan hanya dua buah clan printer 2 buah, oleh karena itu mengatasi 

permasalahan tersebut, aparatur menyiapkan blanko sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Keadaan ini memudahkan aparatur dalam menjalankan tugas, 

pelayanan menjadi lebih baik dan masyarakat yang henllllsan tidak menunggu 
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lama. Demikian juga basil wawancara penulis dengan Kasi Pe1nerintahan 

tentang inovasi aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing menyatakan 

bahwa: 

Saya menjabat sebagai kasi pemerintah sudah 3 tahun, terkait 
dengan profesionalisme aparatur pada aspek inovasi pelayanan publik 
yang menonjol tidak ada, hanya penegasan dari atasan terhadap 
pelayanan tertiadap masyarakat agar lebih bail<, sikap ramah terhadap 
siapapun yang datang berurusan dan untuk memudabkan pekerjaan pihak 
kantor camat membuat blanko rekomendasi yang diberikan kepada 
kepala desa, jadi masyarakat yang berurusan membawa rekomendasi 
dari kepala desa, pihak kantor tingga1 rnenindaklanjuti berdasarkan 
rekomendasi tersebut, sehingga urusan menjadi lebih cepat dan lancar. 
1-lal ini, bukanlah hat barn atau inovatif karena instansi lain juga 
melaksanakan pelayanan yang demikian. (Wawancara Tanggal 22 Maret 
2018). 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Kantor Kecamatan 

Pegasing masih sekedar tempat pemrosesan persyaratan administratif saja 

sedang proses penyelesaian akhir dari penerbitan tersebut merujuk kepada 

kepentingan masyarakat, misalnya dalam pengurusan phaspor pihak kantor 

camat hanya mengeluarkan rekomendasi keterangan, sedangkan penerbitannya 

adalah kantor imigrasi. Demikian juga dengan pengurusan surat-surat lain, 

seperti izin keramaian pihak kantor camat hanya mengeluarkan rekomendasi 

sedangk:an penerbitannya diserahkan kepada kepolisian setempat. Oleh karena 

itu, salah satu bentuk inovasi untuk mempennudah dan menyederhanakan 

kebutuhan masyarakat pihak Kantor Carnat menyediakan blangko sesuai 

dengan kebutuhan yang diberikan kepada Kepala karnpung, jadi aparatur 

pemerintah tinggal menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan 

peruntukannnya. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasi Kesra, beliau 

mcnyatakan bahwa: 
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Pada wnumnya, aparatur yang ada merasa tertantang dengan 
adanya perubahan pola administrasi, dari sistem 1nanual ke sistem on 
line, sehingga pengadministrasian menjadi lebih baik, sehingga 
pengarsipan dan penataan data akurat dan mudah didapatkan oleh 
siapapun, 1nisalnya penyimpanan file-file penting, oleh karena itu 
menurut pandangan saya aparatumya sudah inovatif apabila diukur 
dengan indikator inovatif, yaitu menciptakan gagasan baru yang betujuan 
memudahkan masyarakat dalarn berurusan, namw1 pihak kantor kini 
telah mengglmakan sistem jaringan infonnasi on line sesuai dengan 
perkembangan teknologj.(Wawancara Tanggal 25 Maret 2018). 

Dengan demikian, aparatur pemerintah di Kantor Camat Pegasing dapat 

dikategorikan profesional baik dalam aspek inovasi, hal ini dapat dilihat dari 

aspek administrasi, mereka telah memiliki pengarsipan sesuai dengan standar 

pengelolaan achninistrasi, data lebih akurat dan tepat semua berbasis on line, 

namun pola ini mengalami kelamahan dimana akibat semua data berbasis on 

line, jadi apabila sesorang membutuhkan data misalnya untuk mendapatkan 

data profil kantor saja harus melibatkan beberapa personil, dru1 tidak ada dalam 

bentuk print. Aspek inovasi ini terkait dengan gagasan barn yang bertujuan 

memudahkan dan menyederhanakan pekerjaan, semestinya, mereka berinovasi 

membuat file-file pengarsipan yang praktis dan mudah dalam mencarinya jika 

ada yang mernbutuhkan, demikian juga dengan pengarsipan surat masuk dan 

keluar masih belum optimal. lnovasi yang lebih jauh berupa penciptaan model 

kerja barn seperti 'membuka situs" tentang infonnasi pelayanan Ka11tor 

Kecamatan Pegasing, semua data tersedia dalam bentuk "on line" dalam hal 

ini Kecamatan Pegasing telah memanfaatkan teknologi infonnasi, kini kantor 

telah memilik.i jaringan internet sendiri. Meskipun dengan keterbatasan sarana 

dan prasarana serta keterbatasan sumber daya yang professional, namun 

mereka tetap mengikuti tuntutan perkembangan teknologi. 
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Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Zulkifli salah satu inasyarakat yang 

mengurus izin kerarnaian menyatakan bahwa" inovasi aparatur pemerintah 

masih kurang, karena semetinya masalah-masalah izin kera1naian ini bukanlah 

kebutuhan masyarakat baru, hampir setiap hari rnaka hendaknya pibak kantor 

sudah memiliki fonnat khusus, tinggal mengisi tanggal dan waktunya serta 

kebutuhan, maka kami berurusan lebih cepat". (wawancara 25 Maret 2018). 

Dengan demikian, aspek inovatif aparatur dapat dikategorikan masih kurang 

karena hanya mengurus surat izin keramaian masyarakat hams menunggu 

beberapa hari, hat ini dikarenakan tidak adanya inovasi aparatur untuk 

membuat blangko khusus sesuai dengan keperluan masyarakat, jadi masyarakat 

tingga mengisi format dan langsung bisa diselesaikan tanpa hams menunda­

nunda. Jawaban lain tentang aspek inovatif aparatur di kantor camat Ibu 

Aminah menyatakan bahwa "semua urusan menjadi lebib mudah jika 

pekerjaan itu panggilan hati, kami merasa puas atas pelayanan yang diberikan 

aparatur, mereka tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, ramah dan 

menerima keluhan serta memberikan solusi yang baik sesuai dengan 

keperluannya".(Wawancara Tanggal 22 Maret 2018). 

Berdasarkan beberapa jawaban responden di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa profesionalisme pelayanan aparatur pemerintah dalam 

pelayanan publik tepatnya pada aspek inovatif dapat dikategorikan sangat baik, 

karena meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki 

kantor baik aspek fisik maupi1n mobiler akan tetapi aparatur tetap berinisiatif 

melayani kebutuhan masyarakat dengan prima, ha} ini dibuktikan dengan tidak 



88 

adanya pengaduan masyarakat baik langsung maupun melalui kotak saran 

tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur Kantor Camat 

Pegasing. Meskipun aparatur pemerintah cenderung mengru1ut pola lama dalarn 

menyelesaikan pekerjaan, namun pihak kantor berupaya memberdayakan 

sistem informasi secara on line, sehingga pihak kantor tidak ketinggalan 

infonnasi mereka mengupayakan ketersediaanjaringan internet. 

Pelayanan publik dalam aspek inovatif sedikit mengalami kelemahan 

teutama dalam penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu, ha! ini dikarenakan 

keterbatasan sarana, namun mereka memiliki inisiatif mengatasi masalah 

meskipWl tidak ada pirnpinan sesuai dengan ketenruan-ketentuan yang berlaku. 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sangat prima sesuai dengan 

misi kantor, karena tidak ad.a yang tidak dilayani, aparatur sangat respon 

dengan masyarakat yang datang ke kantor dari manapun, dan melakukan 

komunikasi dengan baik, tentu kondisi ini me1nang merupakan tuntutan 

pekerjaan aparatur bukan hanya melepaskan tanggungjawab, hanya saja sedikit 

kelemahan terkadang pemberian informasi kurang deatail sehingga sering 

terjadi masyarakat bolak-balik dalam meriyelesaikan suatu kebutuhan. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Thoha (1997:16) bahwa suatu organisasi yang 

profesiona1 dan modern berusaha untuk selalu berorientasi kepada pelanggan 

(Publik) dan berusaha mendorong dan menghargai kreatifitas bawahannya. 

Berdasarkan, pendapat tersebut maka aparatur pemerintah Kantor Camat 

Pegasing mengupayakan pelayanan yang berorientasi kepada publik, mereka 

Jebih mengutamakan kepuasan pelanggan dengan berbagai upaya inovatif agar 
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masyarakat mudah dan praktis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dari 

pengamatan penulis pelayanan publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten 

Aceh Tengah dapat dikategorikan sudah profesional dalam pelayanan 

masyarakat, karena dari berbagai aspek layanan telah tertangani dengan baik, 

aparatur respon dengan publik dan cepat, tepat dalam menyelesaikan masalah. 

Hanya saja, beberapa aparatur pemerintah sering menunda pekerjaan sehingga 

menimbulkan image negatif dari masyarakat. 

Sebagaimana yang di alami oleh masyarakat dalam pengurusan izin 

keramaian, maka langkah yang ditempuh untuk mempercepat proses pelayanan 

dirasakan sangat 1nembantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang 

cepat dan harga yang tetap terjangkau. aparatur pemerintah Kantor Camat 

Pegasing kurang inovatif dalam menangani kebutuhan masyarakat, sebagai 

solusi Jangkah nyata dan kepedulian Kantor Kecamatan Pegasing terhadap 

kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat maka 

ditempuhlah percepatan proses penerbitan rekomendasi dari camat Pegasing. 

Hal ini tentu, menjadi kelemahan dalam pelayanan terhadap kebutuhan 

masyarakat, karena aparatur pemerintah belum konsisten terhadap apa yang 

telah menjadi komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang tepat 

waktu. 

2. Faktor-faktor yang Menghambat Profesionalisme Aparatur Pemerintah di 

Kantor Ca mat Pegasing Kabupaten Aceh Ten gab 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik aparatur 

pemerintah kepada masyarakat, tentu setiap aparatur harus profesional dalam 
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menjalankan tugasnya, dikatakan aparatur profesional jika aparatur respon 

terhadap perubahan sistem infonnasi yang semakin maju, respon dengan 

perubahan-perubahan perundang-undangan, mereka bijaksana dalam 

menangani pennasalahan yang dihadapinya, agar masyarakat puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh aparatur. Aparatur yang profesional juga 

ditunjukkan dengan sikap inovatif, yaitu memiliki ide-ide barn yang bertujuan 

mempennudah pekerjaan dan menghemat pembiayaan. Kondisi, ini sangat 

diharapkan oleh instansi agar pelayanan cepat, tepat sesuai dengan 

peruntukannya, namwi tidak semua orang profesional dalam menjalankan 

tugasnya, oleh karena itu banyak faktor yang menjadi penghambat seseorang 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan nara sumber tentang faktor-

faktor yang menghambat profesionalisme aparatur pemerintah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam pelayanan Bapak Camat 

Pegasing mengatakan bahwa: 

Banyak faktor yang menghambat profesionalisme aparatur dalam 
melaksanakan pekerjaannya, yang paling utama tingkat pendidikan 
pengalaman kerja. Sebab, perubahan sikap dan prilaku aparatur sangat 
penting dalam upaya perubahan reformasi birokrasi. Semestinya adanya 
kesadaran aparatur wituk selalu mengikuti perkembangan dunia luar 
terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini, 
berkaitan dengan pengembangan kapasitas aparatur melalui berbagai 
kegiatan seperti pelatihan, penataran, studi banding dan lain-lain. 
Demikian juga faktor motivasi aparatw untuk melakukan perubahan 
sangat penting. Pengalaman pribadi saya, terjadi dampak positifterhadap 
aparatur jika adanya motivasi kerja tinggi, dengan kata lain bekerja itu 
bukan sekedar melepaskan tanggungjawab akan tetapi panggilan hati, 
maka mereka akan profesional dalam bekerja, mereka berupaya mencari 
perubahan-perubahan yang sifatnya memudahkan dan menyederhanakan 
pekerjaan. (Wawancara Tanggal 20 Maret 2018). 
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Dari jawaban Bapak Camat, jelas bahwa fuktor utama yang menghambat 

aparatur pemerintah untuk bersikap profesional adalah tingkat pendidikan dan 

pengalatnan kerja. Pengaruh tingkat pendidikan aparatur pemerintah terhadap 

profesionalisme kerja dalam menjalankan tugasnya. Di zaman yang serba 

teknologi ini, mereka 1nasih ada yang belum mampu mengoperasikan 

komputer, sehingga pengalaman kerjanya juga hampir mendekati masa puma 

tetap di kantor Cmnat Pegasing. 

Kondisi lain, di Kantor Camat Pegasing pada umumnya aparaturnya 

tamatan sekolah menengah atas tentu pengetahuan pelayanan publik tidak 

diperolehnya melalui pendidikan, banya melalui pelatihan-pelatihan hal ini 

kurang optimal karena tidak mendasar, karena pelayanan publik itu sebuah 

materi penting yang harus dimiliki setiap aparatur pernerintah, karena 

pelayanan publik adalah bagian tugas dan kewajiban aparatur pe1nerintah. 

Demikian juga dengan riwayat pekerjaan banyak karyawan yang pengalaman 

kerjanya hanya di kantor camat Pegasing sejak menjadi pegawai, akibatnya 

motivasi kerja seperti itu saja dari tahlUl~ke tahlUl tidak ada penyegaran protbsi 

ke instansi lain. 

Faktor komitmen terhadap pekerjaannya menjadi pemicu aparatur untuk 

bekerja profesional, sebab komitmen terhadap pekerjaan paling penting dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban, karena komitrnen adalah janji pada diri 

kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan k.ita. Dengan 

kata lain, komitmen adalah pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang berasal 

dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Oleh karena itu, setiap 
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aparatur pemerintah harus komitmen terhadap tugas dan kewajibannya, mereka 

bekerja atas kesadaran sendiri bukan karena atasan dan lain-lain. Sikap 

kon1itmen ini perlu disepakati antara pimpinan dengan aparatur pemerintah, 

masing-masing aparatur pemerintah komitmen terhadap tugasnya, hal ini 

merupakan tuntutan pribadi yang hams dimiliki oleh setiap aparatur 

pemerinrah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Faktor lain yang menghambat profesiona1iame aparatur pemerintah 

dijelaskan oleh Bapak kasi Pemerintahan adalah " faktor yang am.at penting 

agar sikap profesional aparatur meningkat ini sangat berhubungan dengan tipe 

dan gaya kepemimpinan, kenyataannya terjadi perubahan prilaku aparatur 

sesuai dengan pola kepemimpinan dan strukturnya"(Wawancara Tanggal 22 

Maret 2018). Dari pengalaman penulis sehari-hari, juga menunjukkan bahwa 

ripe dan gaya kepemimpinan akan mempengaruhi kinerja aparanrr, artinya 

bagaimana pola pemimpin dalam mempengaruhi atau metnberdayakan 

bawahannya, tergantung kompetensi yang dimiliki oleh pemimpin. 

Kepemimpinan sebagai bentuk dari kemampuan seorang pemimpin menjadi 

agen perubahan yang mampu mempengaruhi perilaku bawahan guna mencapai 

tujuan organisasi memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu untuk 

melakukan clan mewujudkan itu. Kepemimpinan yang berperan sebagai agen 

perubahan terhadap perilaku dan sikap bawahan yang pada akhimya 

berdampak kepada peningkatan profesionalisme aparatur dalam bekerja. 

Kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang mampu 

me1nerankan diri sebagai aktor yang berpengaruh bagi bawahan dalam hal 
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peningkatakan prestasi kerja seperti memberikan ruang bagi bawahan lilltuk 

melakukan inovasi dan tnemberikan kewenangan kepada bawahan untuk 

menjadi lebih bertanggung jawab dan dapat menjadi contoh bagi bawahan 

dalam prestasi dan perilaku, kepemimpinan yang bijak adalah yang mampu 

mensejahterakan bawaJUUlilya bukan menyengsarakan, pemimpin yang tidak 

merasa pandai akan tetapi pemimpin yang pandai merasakan sehingga terjalin 

keharmonisan antara atasan dengan bawahan, hal ini akan mendukung aparatur 

pemerintah mengembangkan kapasitasnya. 

Selanjutnya pendekatan infonnal, yaitu pendekatan yang tidak diatur 

dalarn aturan tetapi lebih merupakan inisiatif pimpinan puncak untuk 

rnendekatkan dan mendengarkan langsung pendapat dan saran bawahan 

tentang peningkatkan kerja pada organisasi Kantor Kecamatan Pegasing. 

Se lain itu juga bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada bawahan secara 

emosional dengan menanyakan keadaan keluarga maupun anak. Pendekatan 

infonnal tersebut dirasakan sangat efektifterutama dalam memotivasi bawahan 

dan mengubah sikap sungkan dari bawahan, jadi prilaku aparatur yang 

demikian juga alc:an menghambat aparatur bersikap profesional, sebab sikap 

profesional seseorang tidak hanya dilihat dari pekerjaannya akan tetapi juga 

dilihat dari sikapnya sehari-hari yaitu memiliki loyalitas yang ringgi. 

Selanjutnya, Bapak Kasi Kesra menyatakan bahwa faktor yang 

menghambat aparatur bersik:ap profesional adalah: 

Kurangnya dukungan bentpa pembiayaan kepada aparatur untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih. tinggi, sehingga kondisi 
akan membatasi aparatur yang memiliki keahlian untuk mencover 
seluruh pekerjaan, akibatnya pekerjaan hanya dikerjakan oleh aparatur 
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yang memiliki keahlian khusus. Sistem pemberian intensif juga 
memotivasi aparattrr unhtk meningkatkan kinerjanya, sebab apabila tidak 
diterapkan sistem ini maka aparatur tidak termotivasi unruk bersikap 
profesionalisme dala1n inenjalankan pekerjaannya sebagai pelayanan 
publik, oleh karena itu penghargaan sangat penting diberikan kepada 
aparatur yang profesional tiodak hants dalam bentuk material, promosi 
jabatan juga akan memotivasi aparatur untuk profesional. 

Berdasarkan jawaban tersebut, maka faktor pendidikan merupakan kWtci 

utama aparatur bekerja profesionalisme, karena jika mereka berpendidikan 

lebih tinggi tentu pengalaman, wawasan dan pengetahuan akan menjadi lebih 

banyak, oleh karena itu hendaknya kepada aturan peka terhadap perubahan-

perubahan aturan. Selanjutnya, pemberian insentif tidak semata-mata diukur 

dengan rupiah, penghargaan dan promosi jabatan-jabatan juga akan 

memotivasi aparatur pemerintah bersikap profesional. Pemberian insentif 

merupakan nik jitu agar aparatur pemerintah termotivasi meningkatkan 

profesionalismenya sesuai dengan tupoksinya. Sebab, dinamika dan 

kompleksitas persoalan aparatur pemerintah, akan mempengaruhi sikap 

profesiona1, artinya sikap profesional akan muncul apabila aparatur tidak lagi 

memikirkan uang tambahan untuk kebutuhan keluarganya, dengan demikian 

insentif yang diberi.kan berpedoman pada prinsip semakin tinggi kinerja 

seorang aparatur maka semakin tinggi pula intensif yang diperolehnya. 

I11tensif, tidah harus dalam bentuk financial melainkan berupa penghargaan 

dan pemberian rasa tanggungjawab. Seorang aparatur yang kerjanya baik clan 

bertanggungjawab dalam kerjanya maka pimpinan akan memberikan 

tanggungj awab yang lebih besar lagi, aparat yang seperti ini akan 

dipromosikan untuk 1nenduduki jabatan pilihan berbeda dengan aparatur yang 
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tidak profesional. Jadi, intensif mempengaruhi sikap profesional aparatur 

dalam bekerja, karena aparatur juga 1nenginginkan pengakuan dari 

lingkungannya kerjanya atau eksistensinya, promosi jabatan yang lebih tinggi 

serta kesempatan untuk melanjutkan studi pendidikan. 

Untuk menciptakan sistem intensif dipengaruhi oleh lingkungan kerja 

yang kondusif, oleh karena itu, iklim kerja yang kondusif sangat menunjang 

terbentuknya aparatur pemerintah yang profesional, hal ini tentu sebagai 

pemimpin harus memahami motivasi kerja aparatur secara umwn, 

1nenempatkan seseorang diposisi yang tepat sesuai dengan potensi 

kemampuannya. Iklim kondusif juga dipengaruhi oleh sikap pemimpin yang 

patemalistis, yaitu kepala sekolah merasa paling menentukan atau paling 

berkuasa dalam pengambilan keputusan, jika kondisi ini terjadi pada sebuah 

instannsi tentu akan menekan aparatur untuk mengembangkan potensinya, 

dengan kata lain sikap pemimpin yang diharapkan menghargai pekerjaan 

bawahan meskipun sedikit kesalahan, pemimpin yang diharapkan mampu 

memberdayakan bawahannnya agar aparat mendapat perhatian khusus dalam 

bekerja, hal ini baik dalam bentuk pendekatan formal maupun pendekatan 

infonnal. 

Demikian juga dijelaskan oleh Bapak Zulkifli, bahwa faktor yang 

menghambat profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik adalah 

"Berdasarkan pengamatan saya faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap 

profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan adalah karena tingkat 

pendidikan, menurut hemat saya semakin tinggi pendidikan aparatur maka 
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semakin bagus pelayanannya karena mereka memahami pelayanan prima 

terhadap masyarakat". Berdasarkan hasil wawancara tersebut, juga dibenarkan 

oleh Ibu Aminah dimana "apabila aparatur memiliki pendidikan yang lebih 

tinggi tentu ilmunya semakin tinggi, tentu semakin profesional dalam 

melaksanakan pekerjaannya". Berdasarkan jawaban tersebut, maka pendidikan 

sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh 

aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing, dimana dengan pendidikan yang 

tinggi mereka lebil1 mengetahui sistem pelayanan p11blik sesuai dengan standar 

pelayanan minimal. Demikian juga dengan iklim kondusif akan terbentuk jika 

aparatur memeliki pengetahuan yang lebih tinggi. Iklim kerja yang kondusif 

sangat menentukan kenyamanan aparatur pemerintah untuk bekerja 

profesional. Tennasuk trik-trik yang dilakukan oleh suatu organisasi dengan 

harapan karyawan lebih energik dan profesional dalain bekerja, seperti halnya 

di Kantor Camat Pegasing, reward yang diberikan ben1pa penghargaan atau 

kompensasi kepada anggota organisasi terutama kepada pegawai yang 

berprestasi akan mendapatkan insentifbaik finansial maupun non finansial. Hal 

tersebut d1lakukan oleh organisasi adalah untuk memotivasi pegawai yang 

berprestasi tersebut untuk lebih produktif lagi dan memotivasi pegawai lain 

untuk berkompetisi secara positif bagi peningkatan produktifitas organisasi. 

Selanjutnya, aspek funisment juga hams ditegakkan agar aparatur pemerintah 

disiplin dalam menjalankan tugasnya. Adapun be,ntuk funisment yang telah 

dilaksanakan di kantor camat Pegasing, antara lain penundaan kenaikan 

pangkat dan tidak mendapatkan peluang untuk menduduki jabatan tertentu. 
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C. Pembabasan 

Penelitian ini tentang profesionalisme aparatur pemerintah dalam 

pelayanan publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengab, dengan 

tujuan untuk mengetahui profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan 

publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan mengeta11ui 

faktor-faktor yang menghambat profesionalisme aparatur pemerintah dalam 

meningkatkan kapasitasnya sebagai pelayanan publik. Profesionalisme 

merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan good govennance. 

Profesionalisme dapat diukur melalui kerja keras aparatur mencari peluang­

peluang baik Wltuk meningkatk:an kapasitas aparatur dalam pelayanan publik, 

mereka patuh terhadap aturan, melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur. 

Profesionalisme juga dikatakan cenninan keterampilan dan keahlian 

aparahir pemerintah dalam menjalankan tugasnya, profesional secara sederhana 

dikatakan keandalan aparatur menanggapi permasalahan yang muncul baik 

secara internal maupun eksten1al, mereka yang profesional juga kreatif dalam 

menyelesaikan masalal1, tidak menunggu perintah dari atasan langsllllg 

mengerjakan pekerjaan dengan inisiatif dan berorientasi kepada pelayanan 

publik yang prima. 

1. Profesiooalisme Aparatur Pemeriotah dalam Pelayanan Publik di 

Kantor Camat Pegasiog Kabupaten Aceh Tengah 

Berdasarkan verifikasi data dari beberapa responden yang telah 

dilakukan wawancara langswig, maka dapat diberikan batasan bahwa kondisi 

pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah di Kantor Camat 
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Pegasing Kabupaten Aceh Tengah secara umum dapat dikatakan belum 

profesionalisme, karena dari jawaban responden masih banyak kelemahan· 

kelamahan aparatur pemerintah dalatn menjalankan tugasnya sebagai 

pelayanan publik. 

Responsif 

Pelayanan publik yang profesional hendaknya responsif, sesuai dengan 

indikator responsifitas aparatur pemerintah sebagai pelayanan publik dikantor 

camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dapat dikategorikan kurang responsif, 

hal ini sesuai dengan kenyataan di lapangan dapat dilihat pada ltraian berikut: 

a. Kemampuan aparatur kantor Camat Pegasing dalam mengantisipasi dan 

menghadapi aspirasi baru, perkembangan barn, tuntutan barn, dan 

pengetahuan barn sangat rendah, banyak aparatur yang pasrah dengan 

kemampuan yang ada tidak ada inisiatif mengembangkan kompetensinya, 

meski mereka terjerat aturan hams berpendidikan yang lebih tinggi akan 

tetapi mereka tidak respon, sehingga kondisi riil masih banyak aparatur 

yang belum mampu mengoperasikan komputer sebagai bentuk peka 

terhadap perkembangan dunia teknologi. 

b. Birokrasi aparatur di Kantor Camat Pegasing sangat lambat merespon 

perkembangan sistem infonnasi manajemen, sehingga sedikit tertinggal 

dibandingkan dengan instansi lain dalrun menja1ankan tugas dan fungsinya, 

hal ini dapat indikasikan masih minimnya sarana dan prasarana yang 

memadai, akibatnya aparatur kurang respon terhadap aturan-aturan baru 

yang berlaku di perkantoran. 
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c. Aparatur pe1nerintah kantor camat Pegasing dapat dikategorikan 

responsifitasnya rendah dalam mengikuti arus global yang sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan tuntutan barn misalnya tingkat pendidikan, 

artinya aparatur tidak ada upaya pengembangan diri dalam menjalankan 

togas, baik melalui pendidikan, pelatihan maupun dengan aktifitas gemar 

membaca informasi. 

Secara teori, aparatur yang profesionalismenya tinggi adalah aparatur 

pemerintah yang memiliki sikap responsifitas tinggi terhadap pelayanan 

publik, tanggap dengan perubahan-perubahan sistem pemerintahan, seperti 

kenyataan saat ini dalam menghadapi perkembangan teknologi semakin 

canggih agar tidak ketinggalan zarnan, tentu semua aparatur harus mampu 

mengoperasikan ko1nputcr dengan mahir, akan tetapi masih banyak aparanrr 

pernerintah yang bersifat apatis terhadap tuntutan ini, mereka pasrah dengan 

kemampuan yang ada tidak ada upaya meningkatkan kapasitas dirinya. 

Sehingga kondisi ini banyak aparatur yang kehilangan pekerjaan karena 

didominasi oleh aparatur yang mahir menggunakan teknologi, hat ini tentu 

berbubungan dengan insentif baik dalam bentuk uang n1aupun dalam bentuk 

promosi jabatan tidak akan mendapat kesempatan yang baik. 

Berdasarkan fenomena di lapangan, atasan akan memberikan 

tanggungjawab kepada aparatur-aparatur yang mampu mengilruti 

perkembangan sistem infonnasi, sehingga mereka berupaya bekerja Iebih 

profesional selain kualitas kerjanya baik juga efesiensi waktu. Biasanya, 

sebagai atasan memiliki penilaian terhadap etos kerja bawahannya, sehingga 
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kepada aparatur yang loyalitas kerjanya baik pasti akan dipromosikan 

menduduki jabatan tertentu. Namun, di sisi lain kemajuan teknologi ini akan 

memudahkan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhannnya, karena 

prosesnya cepat, mudah clan praktis akan tetapi apabila aparatnya tidak respon 

terhadap perubahan tersebut maka masih sering terjadi keterlabatan pelayanan 

publik akibat aparatur yang mampu mengoperasikan komputer terbatas, 

demikian juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana sangat inendukung 

tercapainya profesionalisme aparatur meningkat. 

Responsibilitas publik pada hakikatnya merupakan standar profesional 

yang harus dicapai/dilaksanakan aparatur pemerintah dalam 1nemberikan 

pelayanan dengan daya tanggap yang tinggi sesuai aspirasi masyarakat secara 

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya, akan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan memeprkecil permasalahan yang akan terjadi 

pada saat melaksanakan pekerjaan. Responsibilitas mengedepankan sikap peka 

terhadap lingkungan, baik lingkungan internal maupun ekstemal sehingga 

dengan adanya sikap ini, pelayanan berjalan lancar dan cepat serta profesional 

sesuai dengan kebenr.anfaatannya. (Adam Idris, Dosen Program Magister llmu 

Administrasi Negara Universitas Mulawarman). 

lnovatif 

Berdasarkan indikator inovatif aparatur kantor camat Pegasing Kabupaten 

Aceh Tengah dapat dikategorikan sangat inovatif, karena basil penelitian 

menunjukkan bahwa: 
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a. Aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing telah memiliki inovasi yang 

luar biasa, meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana terutama dalam 

menyikapi sistem informasi manajemen yang semakin canggih, namun 

mereka berinisiatif menyediakan blangko-blanko khusus sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, agar pelayanan terhadap masyarakat lebih efektif 

dan efesien. Hal ini, bertujuan agar penyelesaian pekerjaan lebih cepat dan 

akurat data yang dibutuhkan, sehingga masyarakat pengguna layanan tidak 

bolak-balik banya untuk menerbitkan suatu surat pengantar. 

b. Aparatur memiliki inovasi meminimalkan pembiayaan, misalnya dalam 

pengantaran surat-menyurat kini telah menggunakan media sosial semua 

berlangsung lebih cepat dan praktis. Hal ini, telah berjalan dengan lancar di 

Kantor Camat Pegasing, apalagi hari ini telah berkembang whatsapp, 

sehingga untuk mengundang pada kegiatan tertentu cukup dengan 

komunikasi whatsapp, sehingga kondisi ini sebagai upaya penghematan 

biaya dan waktu. 

c. Kondisi aparatur pemerintah di kantor camat Pegasing, meski tidak 

menemukan ide barn untuk mernudahkan dan melancarkan segala bentuk 

wusan minimal memodiftkasi cara lain agar masyarakat pengguna layanan 

lebih cepat dan tepat, misalnya dengan menyiapkan fonnat-fonnat blangko 

khusus diberikan kepada kepala desa, sehingga masyarakat yang berurusan 

cukup membawa rekomendasi tersebut, hal ini tentu akan memudahkan 

pekerjaan aparatur. masyarakat untuk Aparatur yang inovatif selalu 
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berusaha mencari cara atau 1netode baru yang mampu memudahkan proses 

pelayanan publik, agar pihak pengguna layanan puas dan tidak mengeluh 

Berdasarkan indikator di atas, maka aparatur pemerintah dikantor Ca1nat 

Pegasing dapat dikategorikan sangat inovatif dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pelayanan publik, meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana 

kantor baik fisik maupun mobiler, namtm mereka berinisiatif melayani 

masyarakat dengan sepenuh hati, tidak mengecewakan masyarakat semua 

kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai dengan keperluannya, hat ini terbukti 

tidak adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan 

oleh pihak kantor Camat Pegasing. Aparatur tidak selamanya bekerja 

berdasarkan juknis., mereka tanggap dan peka terhadap keadaan lingkungan, 

sehingga mereka memiliki inisiatif untuk memudahkan dan menyederhanakan 

pekerjaan. Misalnya, ketika pimpinan tidak ada mereka mencari solusi yang 

tepat agar masyarakat tidak kecewa dan untuk memudahkan pengurusan pihak 

aparatur pemerintah menyiapkan format-fonnat tertentu agar proses lebih 

cepat, sehingga masyarakat tinggal menuliskan data dan keperluan. Oleh 

karena itu, salah satu bentuk inovasi untuk mernpermudah dan 

menyederhanakan kebutuhan masyarakat pihak Kantor Camat menyediakan 

blangko sesuai dengan kebutuhan yang diberikan kepada Kepala kampung, jadi 

aparatur pemerintah tinggal menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai 

dengan peruntukannnya. 
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Kreatif 

Sesuai dengan indikator kreati( maka profesiona1sme aparatur pemerintah 

ditinjau dari aspek kreatif dapat dikategorikan cukup baik, karena berdasarkan 

temuan di lapangan tidak se1nua indikator kreatif terpenuhi, lebfu jelasnya 

dapat dilihat pada uraian berikut: 

a. Masih banyak aparatur yang tidak memiliki kemampuan untuk 1nenghadapi 

pennasalahan pelayanan publik secara kreatif, mereka menunggu perintah 

dari atasan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, mereka juga banyak yang 

bekerja dengan pola lama dengan sistem informasi manual, sehingga setiap 

urusan 1nenjadi lambat serta sistem pengarsipan kurang efektif. 

b. Masih banyak aparatur yang kaku dalam bekerja, mereka berpatokan 

kepada peraturan-peraturan sehingga menunggu perintah dari atasan, hanya 

sebagian kecil aparatur yang me1niliki loyalitas kerja yang tinggi, aparatur 

yang demikian bekerja kreatif tidak selarna berdasrkan aturan ada saatnya 

unsur kreatif perlu dimunculkan agar pelayanan masyarakat berjalan lancar. 

c. Hanya aparatur yang memiliki keahlian khusus yang kreatif, mereka selalu 

ben1paya w1tuk mencari ide baru dan konsep barn serta menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bertujuan agar pelayanan publik sesuai 

dengan visi dan misi kantor, yaitu mengutamakan pelayanan masyarakat. 

d. Kondisi aparatur pen1erintah di Kantor Camat Pegasing selalu berupaya 

rnernpercepat penyelesaian pekerjaan dengan melakukan berbagai earn 

sepanjang tidak menyalahi peranrran dan prosedur kerja yang mudah dan 

sederhana, akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk se1nua aparatur, karena 
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sebagian besar aparatur kurang n1ampu rnengoperasikan komputer sehingga 

kebutuhan masyarakat hams menunggu aparatur yang ahli. 

Aspek kreatif dalam pelayanan publik sebagai aparatur pemerintah di 

Kantor Carnat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dapat dikategorikan cukup 

baik dalam melayani masyarakat sesuai dengan kebunthannya secara prima 

dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat, akan tetapi sebagian 

keciJ yang kreatif mereka bekerja atas inisiatifuya sendiri tanpa hams 

diperintah dan mereka berupaya menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari 

target yang ditentukan, namun sebagian besar mereka sangat tergantung 

perintah dari atasan. Meskipun, aparahrr pemerintah belum memiliki model 

kerja barn dalam pelayanan publik, akan tetapi kemampuan aparatur dalam 

menangani masalah sangat baik, diawali dengan diskusi dan selanjutnya 

dilaksanakan secara bersama-sama. pelayanan aparatur pemerintah terhadap 

masyarakat sangat baik, tidak mengenal siapa dari inana semua dilayani 

dengan haik, hal ini mungkin telah menjadi kebiasaan aparatur pemerintah, 

sesuai dengan motto kerja kami kepuasan adalah kebanggan kami. 

2. Faktor-faktor yang Menghambat Profesionalisme Aparatur Pemerintah 

dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Pegasing 

Pelayanan publik adalah tindakan yang diberikan oleh aparatur 

pemerintah kepada pengguna layanan, apabila pelayanan yang didapatkan 

masyarakat baik dan mereka rnerasa puas maka image Kantor camat ditengah­

tengah masyarakat baik sebaliknya apabila pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat kurang baik maka image masyarakat terhadap kantor tersebut pasti 
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kurang baik pula, oleh karena itu setiap aparatur pemerintah han1s profesional 

dalam bidangnya. Banyak faktor yang menghambat profesionalis1ne aparatur 

pemerintah dalam menjalankan tugasnya di Kantor Cainat Pegasing, 

diantaranya karena pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, secara 

logika jika pendidikan tinggi dan pengalaman kerja yang luas tentu akan 

memotivasi aparatur untuk melakukan pekerjaan yang profesional. 

Selanjutnya, rendahnya komitmen aparatur terhadap pekerjaan, sehingga 

mereka bekerja bukan karena panggilan hati, melainkan hanya sebagai beban 

pekerjaan. Komitmen penting dalam inelaksanakan tugas dan kewajiban, 

karena komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang 

tercennin dalam tindakan aparatur sehari-hari dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya. Dengan kata lain, komitrnen adalah pengakuan seutuhnya, 

sebagai sikap yang berasal dari watak dari dalam diri seseorang. Oleh karena 

itu, setiap aparatur pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

tugas clan kewajibannya, mereka bekerja atas kesadaran sendiri bukan karena 

atasan dan lain-lain. 

Faktor lain, adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang 

memadai, sebab dengan semakin berkembangnya z.aman, mak:a pelayanan 

kepada masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan hal tersebut. Oleh 

karena itu sangat diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana sebagai 

pendukung pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk penyediaan sarana 

teknologi komunikasi dan infonnatika. (Theresia C. Tamboyang, 2016 ). 
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Selanjutnya, tipe dan gaya kepemimpinan serta struktur organisasinya 

JUga menjadi penghambat bagi aparatur profesional menjalankan tugasnya, 

sebab, pola pemimpin dalam mempengaruhi atau memberdayakan bawahannya, 

tergantung kompetensi yang dimiliki oleh pemimpin. Tipe dan gaya 

kepemirnpinan akan mempengaruhi, iklim kerja yang kondusif, oleh karena itu 

tugas yang paling berat bagi seorang pemimpin adalah mampu beradaptasi 

dengan aparatur, mereka hams mernahami motivasi kerja aparatur secara 

umum, demikian juga dalam menempatkan seorang aparatur harus pada 

diposisi yang tepat sesuai dengan potensi kemampuannya. Artinya, iklim kerja 

yang kondusif sangat menentukan kenyamanan aparatur pemerintah untuk 

bekerja profesionaL Afrial (2009) rnenyatakan bahwa "kepemimpinan sangat 

diperlukan dalam setiap organisasi, peran pemimpin sebagai pengarah dan 

memiliki jiwa dan pandangan visioner sangat diperlukan". Oleh karena itu, 

sebagai pemimpin sangat berperan dalam meningkatkan profesionalisme 

aparatur, misalnya terkait dengan penentuan kebijakan-kebijakan baru dalam 

menghadapi perkembangan dunia teknologi. Sikap pemimpin dalam 

mewujudkan aparatur pemerintah yang responsif, inovatif dan kreatif perlu 

terbuka agar aparatur lebih tennotivasi mengernbangkan profesionalismenya 

dalam menjalankan tugas, hal ini bertujuan agar bawahan tidak enggan 

mengeluarkan ide-ide barn guna meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor 

Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. 

Petulasalahan iklim kerja yang tidak kondusif juga dapat dilihat dari 

penempatan aparatur pemerintah yang ridak ses11ai dengan spesifikasi 
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pendidikannya, tentu hal ini akan mengakibatkan rendahnya profesionalisme 

aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sehari-hari. 

Pemberian reward merupakan hal yang dapat memotivasi seseorang untuk 

bekerja keras dan berprestasi untuk mendapatkan penghargaan yang layak bagi 

dirinya dan keluarganya serta kepuasan kerja, namun rendahnya responsibilitas 

dan inovasi yang dilakukan oleh jajaran birokrasi Kantor Camat Pegasing 

Kabupaten Aceh Tengah sehingga penghargaan tersebut belum muncul, artinya 

prestasi yang diperoleh aparatur belum tentu sebagai syarat mendapatkan 

jabatan tertentu. Teori penghargaan dikemukakan oleh Simamora (2004:514) 

menyatakan bahwa "penghargaan merupakan insentif yang mengaitkan 

bayaran atas dasar untuk meningkatkan produktifitas karyawan guna mencapai 

keunggulan yang kompetitif'. Kuti pan ini menegaskan bahwa penghargaan 

akan muncul apabila pekerjaan tersebm memberikan tantangan menarik, puas 

atas pekerjaan, sehingga mereka akan tennotivasi menjalankan tugas secara 

profesionalisme. Penghargaan tersebut dapat berupa finansial atau non 

finansial, seperti promosi jabatan. 



A. Kesimpulao. 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

BAB IV dengan judul profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan 

publik di Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, maka peneliti 

menarik beberapa kesimpulan, diantaranya: 

1. ProfesionaJisme aparatur pemerintah dalam pelayanan publik di Kantor 

Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dapat dikategorikan berdasarkan 

indikator-indikator profesionalisme yang telah ditentukan: 

Indikator Responsif dapat dikategorikan belum profesional, sebab: 

a. Kemampuan aparatur kantor Camat Pegasing dalam mengantisipasi dan 

menghadapi aspirasi baru sangat rendah, banyak aparatur yang pasrah 

dengan kemampuan yang ada tidak ada inisiatif mengembangkan 

kompetensinya, sehingga kondisi riil masih banyak aparatur yang 

belum mampu mengoperasikan komputer sebagai bentuk peka terhadap 

perkembangan dunia teknologi. 

b. Birokrasi aparatur di Kantor Camat Pegasing sangat lambat merespon 

perkembangan sistem informasi manajemen, sehingga sedikit tertinggal 

dibandingkan dengan instansi lain dalam menjalankan tugas dan 

fimgsinya, hal ini dapat indikasikan masih mini1nnya sarana dan 

prasarana yang memadai, akibatnya aparatur kurang respon terhadap 

aturan~aturan baru yang berlaku di perkantoran. 
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c. Aparatur pemerintah kantor camat Pegasing dapat dikategorikan 

responsifitasnya rendah dalam mengikuti arus global yang sesuai 

dengan perkembangan teknologi, artinya tidak ada upaya 

pengembangan diri dalam menjalankan tugas, baik melalui pendidikan, 

pelatihan maupl.ll1 dengan aktifitas gemar membaca infonnasi. 

Indikator Inovatif dapat dikategorikan sangat inovatif, karena: 

a. Aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing telah memiliki movasi 

yang luar biasa, meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana 

terutama dalam menyikapi sistem informasi manajemen yang semakin 

canggih, namun mereka berinisiatif menyediakan blangko-blanko 

khusus ses1tai dengan kebunlhan masyarakat, agar pelayanan terhadap 

masyarakat Jebih efektif dan efesien. 

b. Aparatur memiliki inovasi meminimalkan pembiayaan, nrisalnya dalam 

pengantaran surat-menyurat kini telah menggunakan media sosial 

semua berlangsung lebih cepat dan praktis. Hal ini, telah berjalan 

dengan lancar di Kantor Camat Pegasing, apalagi hari ini telah 

berkembang whatsapp, sehingga untttk mengundang pada kegiatan 

tertentu cukup dengan komunikasi whatsapp, sehingga kondisi ini 

sebagai upaya penghematan biaya dan waktu. 

c. Kondisi aparatur pemerintah di kantor camat Pegasing, meski tidak 

menemukan ide baru untuk memudahkan dan melancarkan segala 

bentuk urusan minimal memodi:fikasi cara lain agar masyarakat 

pengguna layanan lebih ccpat dan tepat, nrisalnya dengan 1nenyiapkan 
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format-format blangko khusus diberikan kepada kepala desa, sehingga 

masyarakat yang berurusan cukup me1nbawa rekomendasi dari desa. 

Kreatif dapat dikategorikan c11kup, karena berdasarkan jawaban 

responden tidak semua aparatur yang kreatif. 

a. Masih banyak aparatur yang tidak memiliki kemampuan untuk 

menghadapi permasalahan pelayanan publik secara kreatif, mereka 

menunggu perintah dari atasan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, 

mereka juga bekerja dengan pola lama, sehingga setiap urusan menjadi 

lambat serta sistem pengarsipan kurang efektif. 

b. Masih banyak aparatur yang kaku dalam bekerja, mereka berpatokan 

kepada peraturan-peraturan sehingga menunggu perintah dari atasan, 

hanya sebagian kecil aparatur yang memiliki loyalitas kerja yang tinggi, 

aparatur yang demikian bekerja kreatif tidak selama berdasrkan aturan 

ada saatnya unsur kreatif perlu dimunculkan agar pelayanan 

masyarakat berjaJan lancar. 

c. Hanya aparatur yang memiliki keahlian khusus yang kreatif, mereka 

selalu berupaya untuk mencari ide baru dan konsep baru serta 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bertujuan agar 

pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi kantor, yaitu 

mengutamakan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi. 

d. Kondisi aparanu pemerintah di Kantor Camat Pegasing selalu berupaya 

mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan melakukan berbagai cara 

sepanjang tidak menyalahi peraturan dan prosedur kerja yang mudah 
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dan sederhana, akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk semua aparatur, 

karena sebagian besar aparatur kurang 1nampu mengoperasikan 

komputer sehingga kebutul1an masyarakat harus menunggu aparatur 

yang ahli. 

2. Faktor yang menghambat aparatur pemerintah di Kantor Camat Pegasing 

untuk mengembangkan sikap profesionalisme dalam pelayanan publik 

diantaranya: 

1. Rendahnya tingkat pendidikan aparatur pemerintah di Kantor Camat 

Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, secara logika jik:a pendidikan tinggi 

dan pengalarnan kerja yang luas tentu akan memotivasi aparatur untuk 

melakukan pekerjaan yang profesional. 

2. Rendahnya komitmen aparatur terhadap pekerjaan, mereka 

melaksanakan tugas bukan karena panggilan hati Komitmen penting 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, karena komitmen adalah 

janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalain 

tindakan sehari-hari dalam melaksanakan pekerjaan. 

3. Ketersediaan sarana dan prasarana kurang memadai, sebab dengan 

semakin berkembangnya zaman, maka pelayanan kepada masyarakat 

akan semakin meningkat seiring dengan hal tersebut. Oleh karena itu 

sangat diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana sebagai pendukung 

pelayanan prima kepada masyarakat, tennasuk penyediaan sarana 

teknologi komunikasi dan infonnatika. 
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4. Tipe dan gaya kepenrimpinan setta struktur organisasinya juga menjadi 

penghambat bagi aparatur profesional menjalankan tugasnya, sebab, 

pola pennmpm dalam mempengaruhi atau memberdayakan 

bawahannya, tergantung kompetensi yang dimiliki oleh pemimpin. 

5. Iklim kerja yang tidak kondusif juga dapat mempengaruhi 

profesionalisme aparatur menjalankan tugasnya, dilihat dari 

penempatan aparatur pemerintah yang tidak sesuai dengan spesifikasi 

pendidikannya, tentu hal ini akan mengakibatkan rendahnya 

profesionalisme aparatur pemerintah dalain menjalankan tugas dan 

pekerjaannya sehari-hari. 

6. Pemberian reward merupakan hal yang dapat memotivasi seseorang 

untuk bekerja keras dan beiprestasi untuk mendapatkan penghargaan 

yang layak bagi dirinya dan keluarganya serta kepuasan kerja, namun 

rendahnya responsibilitas dan inovasi yang dilakukan oleh jajaran 

birokrasi Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sehingga 

penghargaan tersebut belum muncul, artinya prestasi yang diperoleh 

aparatur belum tentu sebagai syarat mendapatkanjabatan tertentu. 

B. Saran 

Berdasarkan kesllnpulan di atas maka yang menjadi saran ada1ah sebagai 

berikl1t: 

1. Profesionalisme adalah cenninan kemampuan aparatur dalam menjalankan 

tugasnya, profesionalisme tidak hanya ditunjukkan dari kualitas pekerjaan 

akan tetapi juga dilihat dari prilaku seseorang yang profesional biasanya 
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memiliki loyalitas yang tinggi, komitmen terhadap pekerjaannya dan 

memiliki etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sikap 

profesionalisme seorang aparatur perlu mengikuti berbagai bentuk pelatihan, 

penataran, studi banding, studi lanjut dan membaca referensi yang berkaitan 

dengan pengembangan profesionalis1ne terhadap pekerjaan. 

2. Banyak faktor yang menjadi kendala bagi aparatur untuk menumbuhkan 

Sikap profesionalisme dalam pelayanan publik, oleh karena itu hendaknya 

aparatur peka terhadap perkembangan teknologi sistem irnfonnasi sebagai 

tuntutan baru dari pemerintah, maka semestinya sebagai aparatur pemerintah 

berinisiatif mengembangkan kemampuan terse but agar menunjang kenaikan 

karir jabatan. Demikian juga aspek, inovatif dan kreatif, hendaknya aparatur 

rnau dan mampu menemukan ide-ide barn yang bertujuan memudahk:an dan 

menyederhanakan pekerjaan agar mendapatkan intensif yang sesuai baik 

dalam bentuk finansial maupun non finansial. 
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Lampiran l 

PEDOMAN WA W ANCARA 

A. Wawancara dengan Bapak Camat Pegasing 

1. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap sikap profesionalisme aspek 

kreatif dari aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing? 

2. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap sikap profesionalisme aspek 

inovat:if dari aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing? 

3. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap sikap profesionalisme aspek 

responsifitas dari aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing? 

4. Apa saja faktor-faktor yang menghambat profesionalisme aparatur 

pemerintah dalam pelayanan publik di kantor Camat Pegasing 

Kabupaten Aceh Ten gab ? 

B. Wawancara dengan Bapak Kasi pemerintahan di Kantor Camat Pegasing 

1. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap sikap profesionalisme aspek 

kreatif dari aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing? 

2. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap sikap profesionalisme aspek 

inovatif dari aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing? 

3. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap sikap profesionalisme aspek 

responsifitas dari aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing? 

4. Apa saja faktor-faktor yang menghambat profesionalisme aparatur 

pemerintah dalam pelayanan publik di kantor Camat Pegasing 

Kabupaten Aceh Tengah? 
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C. Wawancara dengan Bapak Kasi Kesra Kantor Camat Pegasing 

1. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap sikap profesionalisme aspek 

kreatif dari aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing? 

2. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap sikap profesionalisme aspek 

inovatif dari aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing? 

3. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap sikap profesionalisme aspek 

responsifitas dari aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing? 

4. Apa saja faktor-faktor yang menghambat profesionalisme aparatur 

pemerintah dalam pelayanan publik di kantor Camat Pegasing Kabupaten 

Aceh Tengah? 

D. Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Pegasing selaku pengguna 
layanan publik 

1. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap sikap profesionalfarne aspek 

kreatif dari aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing? 

2. Bagaimanakab tanggapan Bapak/Ibu terhadap sikap profesionalisme aspek 

inovatif dari aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing? 

3. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap sikap profesionalisme aspek 

responsifitas dari aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing? 

4. Apa saja faktor-faktor yang menghambat profesionalisme aparatur 

pemerintah dalam pelayanan publik di kantor Camat Pegasing Kabupaten 

Aceh Tengah ? 



Lampiran 2 

HASIL WA WAN CARA DENGAN INFORMAN TENT ANG 
PROFESIONALISME AP ARA TUR PEMERINT AH DALAM PELA YANAN PUBLIK 

DI KANTOR CAMAT PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH 

1. Hasil Wawancara Dengan Bapak Camat Pegasing 

Jadwal Wawancara 
Hari Sellin 
Tanggal 20 Maret 2018 
Tempat Kantor Camat Pegasing 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap Pelayanan publik aparatur pemerintah Kecamatan Pegasing sudah baik, 

si.kap profesionalisme aspek responsif namun dalam aspek responsif dapat dikategori.kan kurang optimal karena 

dari aparatur pemerintah Kantor Camat pada umumnya aparatur pemerintah di Kantor camat kurang respon dalam 

Pegasing? menerima aspirasi barn atau perkembangan barn, misalnya penggunaan 
komputer, saat ini untuk memudahkan segala urusan mau tidak mau aparatur 
pemerintah hams mampu mengoperasikan komputer, karena bukan 
zamannya mesin ketik lagi. Oleh karena itu, pelayanan publi.k belum prima 
sebagaimana visi Kantor camat, semestinya setiap aparatur respon terhadap 
tm1tutan perkembangan zaman, namun kenyataan keberadaan aparatur 
pemerintah belum menyadari kebutuhan ini sepenuhnya. Sehingga, berkaitan 
dengan komputer hanya beberapa karyawan yang mampu mengoperasikan 
dengan baik dan lancar. Demikian juga dengan tuntutan barn berkaitan 
dengan pendidi.kan, beberapa aparatur tidak mau lagi menempuh pendidikan 
yang lebih tingJti. 
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I 2. Bagaimanakah tanggapan Bapak terbadap 
sikap profesionalisme aspek kreatif dari 
aparatur pemerintah Kantor Camat 
Pegasing? 

3. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap 
sikap profesionalisme aspek inovatif dari 
aparatur pemerintah Kantor Camat 
Pegasing? 

4. Apa saja faktor-faktor yang menghambat 
profesionalisme aparatur pernerintah 
dalam pelayanan publik di kantor Camat 
Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ? 

dapat saya katakan banya sebagian kecil yang kreatif mereka bekerja atas 
inisiatifuya senditi tanpa hams ctiperintah dan mereka berupaya 
menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari target yang ditentukan, namun 
sebagian besar mereka sangat tergantung perintah dari atasan. 

Aparatur pemetintah di Kantor Camat Pegasing sangat inovatif, karena 
meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor, 
mereka tetap profesional dalam pelayanan publik. Sebab, sarana yang 
dimi1iki kantor sangat minim sekali masih jauh dari standar minimal kantor, 
baik dari aspek fisik maupun mobilemya, namun mereka berinisiatif 
melayani masyarakat dengan sepenub hati, tidak mengecewakan masyarakat 
semua kebutuban masyarakat terpenuhi sesuai dengan keperluannya, hal ini 
terbukti tidak adanya pengaduan masyarakat sepanjang saya menjabat, 
meskipun dari aspek waktu kadang-kadang kurang optimal, semestinya 
dapat ctiselesaikan sehari dapat selesai berhari-hari hal ini juga ada kaitannya 
dengan keterbatasan sarana, seperti komputer dan lain-lain. 

Faktor utama yang menghambat aparatur pemerintah bersikap profesional 
dalam daJam pelayanan publik diantaranya kurangnya pemikiran aparatur 
yang berorientasi terhadap perubahan, artinya sejauhmana aparatur 
menyikapi tuntutan peraturan barn, sebab perubahan sikap dan prilaku 
aparatur sangat penting dalam upaya perubahan reformasi birokrasi. 
Semestinya adanya kesadaran aparatur untuk selalu mengikuti 
perkembangan dunia luar terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi Hal ini, berkaitan dengan pengembangan kapasitas aparatur 
melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penataran, studi banding dan 
lain-lain. Demikian juga faktor motivasi aparatur untuk melakukan 
perubahan sangat penting. Pengalaman pribadi saya, terjadi dampak positif 
terhadap aparatur jika adanya motivasi kerja tinggi, dengan kata lain bekerja 
itu bu.kan sekedar melepaskan tanggungjawab akan tetapi panggilan hati, 
maka mereka akan profesional dalam bekerja sepenuh hati, mereka berupaya 
mencari perubahan-perubahan yang sifatnya memudahkan dan 
menyederhanakan pekerjaan. 

121 



122 

2. Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasi Pemerintahan 

Jadwal Wawancara 
Hari Rabu 
Tanggal 22 Maret 2018 
Tempat Kantor Camat Pegasing 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Bagairnanakah tanggapan Bapak terhadap Pada umumnya aparatur pemerintah kurang respon dengan perkembangan 
sikap profesionalisme aspek responsif dari sistem informasi manajemen yang yang berbasis teknologi inforrnatika, 
aparatur pemerintah Kantor Camat aparatur merasa puas dengan kemampuan yang dirnilikinya, aparatur kantor 
Pegasing? camat Pegasing telah membudaya dengan pola administrasi lama yaitu 

secara manual menggunakan mesin ketik, sehingga dengan perkembangan 
teknologi saat ini semestinya pekerjaan menjadi lebih cepat, kenyataannnya 
pekerjaan menjadi lam bat, karena tidak semua aparatur mampu 
mengoperasikan komputer, dengan kata lain untuk menyelesaikan sebuah 
surat harus menunggu aparatur yang memiliki skil komputer, hal ini tentu 
aparatur pemerintah di kantor Carnat Pegasing dikatakan l>elum profesional. 

2. Bagairnanakah tanggapan Bapak terhadap Aparatur pemerintah di Kantor Camat Pegasing kurang kreatif dalam 
sikap profesionalisme aspek kreatif dari melaksanakan tugasnya, aparatur melaksanakan tugasnya hanya cenderung 

aparatur pemerintah Kantor Camat manual, karena tidak semua mampu mengoperasikan komputer. Sebab, 

Pegasing? aparatur pemerintah di Kantor Camat pada umumnya bertugas untuk 
menerbitkan pengantar surat, tentu untuk memudahkan masyarakat maka 
setiap aparatur kreatif menghadapi kebutuhan masyarakat. Aparatur 



3. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap 
sikap profesionalisme aspek inovatif dari 
aparatur pemerintah Kantor Camat 
Pegasing? 

4. Apa saja faktor-faktor yang menghambat 
profesionalisme aparatur pemerintah 
dalam pelayanan publik di kantor Camat 
Pegasing Kabupaten Aceh Tengah? 
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menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan perintah atasan, tidak 
ada upaya dari diri sendiri untuk membenahi pekerjaan menjadi lebih baik, 
masyarakat kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, agar 
masyarakat yang berurusan mudah dan cepat, sebagaimana visi Kantor yaitu 
mewujudkan pelayanan prima, sehingga masyarakat puas menerima 
pelayanan aparatur pemerintah karena pelayanan cepat dan tidak berbelit­
belit. 

Saya menjabat sebagai kasi pemerintah sudah 3 tahun, yang saya perhatikan 
terkait inovasi pelayanan publik yang menonjol tidak ada, hanya penegasan 
tugas dari atasan terhadap pelayanan terhadap masyarakat agar lebih baik 
lagi, sikap ramah terhadap siapapun yang datang berurusan dan untuk 
memudahkan pekerjaan pihak kantor camat membuat blanko rekomendasi 
kepala desa, jadi masyarakat bemrusan membawa rekomendasi jadi pihak 
kantor tinggal menindaklanjuti berdasarkan rekomendasi tersebut, sehingga 
urusan menjadi lebih cepat dan lancar. 

faktor yang amat penting agar sikap profesional aparanrr meningkat ini 
sangat berhubungan dengan tipe dan gaya kepemimpinan, kenyataannya 
terjadi perubahan prilaku aparatur sesuai dengan pola kepemimpinan dan 
struktumya. 
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3. Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasi Kesra Kantor Camat Pegasing 

Jadwal Wawancara 
Hari Jum'at 
Tanggal 25 Maret 2018 
Tempat Kantor Camat Pegasing 

Pertanyaan Jawaban Responden 
1. Bagaimanakah tanggapan Bapak Kemampuan aparatur pemerintah Kantor Camat Pegasing Kabupaten Aceh 

terhadap sikap profesionalisme aspek Tengah dalam memberikan layanan sudah baik, dengan ukuran bahwa 

responsif dari aparatur pemerintah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan, 

Kantor Camat Pegasing? prosedur pelayanan yang sebenarnya telah tertuang dengan jelas pada tugas 
dan fungsi masing-masing pegawai. Prosedumya sudah seperti itu, hanya saja 
masalah waktu kurang efektif dan efesien, sering terjadi lambat dalam 
penyelesaian pekerjaan, hal ini berhubungan dengan kemahiran aparatur 
menggunakan komputer. Namun profesionalisme aparatur pemerintah dalam 
pelayanan publik dapat dikategorikan rendah, hal ini diakibatkan keterbatasan 
kemampuan aparatur mengikuti perkembangan zaman, sehingga apabila tidak 
diimbangi oleh aparatur yang responsif maka kondisi ini mengakibatkan 
ketinggalan informasi, sebab saat ini infonnasi tidak lagi melalui surat akan 
tetapi serba media internet dan lain-lain, jadi hendaknya aparatur memiliki 
kemahiran dalam dunia IT agar pelayanan publik di kantor ini berjalan dengan 
baik. Demikian juga faktor sarana IT sangat mendukung kerja profesional 
aparatur pemerintah. 

2. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap Secara pribadi saya katakan bahwa pelayanan aparatur pemerintah terhadap 
sikap profesionalisme aspek kreatif dari masyarakat sangat baik, tidak mengenal siapa dali mana semua dilayani 



aparatur pemerintah Kantor 
Pegasing? 

Camat I dengan bfilk, hal ini mungkin telah menjadi ~ebiasaan aparatur pemerintah, 
sesuai dengan motto kerja kami kepuasan adalah kebanggan kami, namun 
mereka terpaku dengan kondisi tersebut tidak ada upaya melakukan 
perubahan ke arah yang lebih baik lagi, jadi sikap kreatifuya tidak muncul 
karena berbudaya pola lama. 

3. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap 
sikap profesionalisme aspek inovatif dari 
aparatur pemerintah Kantor Camat 
Pegasing? 

4. Apa saja faktor-faktor yang menghambat 
profesionalisme aparatur pemerintah 
dalam pelayanan publik di kantor Camat 
Pegasing Kabupaten Aceh Tengab? 

Pada umumnya, aparatur yang ada. merasa tertantang dengan adanya 
perubahan pola administrasi, dari sistem manual ke sistem on line, sehingga 
pengadministrasian menjadi lebih baik, sehingga pengarsipan dan penataan 
data akurat dan mudah didapatkan oleh siapapun, misalnya pen:yimpanan file­
file penting, oleh karena itu menurut pandangan saya aparaturnya sudah 
inovatif apabila diukur dengan indikator inovatif, yaitu menciptakan gagasan 
barn yang betujuan memudahkan masyarakat dalam bemrusan, namun pihak 
kantor kini telah menggunakan sistem jaringan informasi on line sesuai 
dengan perkembangan teknologi. 

sistem pemberian intensif yang diberdayakan atau pemberian reward dan 
funisment yang adil, sebab apabila tidak diterapkan sistem ini maka aparatur 
tidak termotivasi untuk bersikap profesionalisme dalam menjalankan 
pekerjaannya sebagai pelayanan publik, oleh karena itu penghargaan sangat 
penting diberikan kepada aparatur yang profesiooal 
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4.Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkiflj Masyarakat Kecamatan Pegasing 

Jadwal Wawancara 
Hari Jum'at 
Tanggal 25 Maret 2018 
Tempat Kantor Camat Pegasing 

Pertanyaao Jawaban Responden 

1. Bagaimanakah tanggapan Bapak pelayanan sudah baik ramah, kami diarahkan sesuai dengan keperluan yang 
terhadap sikap profesionahsme aspek dibutuhkan, akan tetapi pengaturan waktu masib belum optimal karena 
responsif dari aparatur pemerintah semestinya pekerjaan dilaksanakan hitungan jam, malah jaw hitungan hari 
Kantor Camat Pegasing? dengan alasan pegawai yang bagian perizinan tidak hadir, hanya pegawai 

tersebut yang bertanggungjawab terhadap tugas tersebut. 

2. Bagairnanakah tanggapan Bapak dari aspek pelayanan kami sangat bangga, karena tidak ada perbedaan antara 
terhadap sikap profesionalisme aspek pejabat dan rakyat biasa sernua dilayani dengan baik. 
inovatif dari aparatur pemerintab 
Kantor Camat Pegasing? 

3. Bagaimanakah tanggapan Bapak inovasi aparatur pemerintab masih kurang, karena semetinya masalah-
terhadap sikap profesionalisme aspek masalah izin keramaian ini bukanlah kebutuhan masyarakat baru, hampir 
inovatif dari aparatur pemerintah setiap hari maka hendaknya pihak kantor sudah memiliki format kbusus, 
Kantor Camat Pegasing? tinggal mengisi tanggal dan waktunya serta kebutuhan, maka kami berurusan 

lebih cepat 



4. Apa saja faktor-faktor yang 
menghambat profesionalisme aparatur 
pemerintah dalam pelayanan publik di 
kantor Camat Pegasing Kabupaten 
Aceh Tengah ? 

Berdasarkan pengamatan saya faktor yang mempengaruhi terbentuknya si.kap 
profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan adalah karena tingkat 
pendidi.kan, menurut hemat saya semakin tinggi pendidikan aparatur maka 
semakin bagus pelayanannya karena mereka memahami pelayanan prima 
terhadap masyarakat. 
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5. Hasil Wawancara Dengan Ibu Aminah selaku masyarakat Kecamatan Pegasing 

Jadwal Wawancara 
Hari Ra bu 
Tanggal 22 Maret 2018 
Tempat Kantor Camat Pegasing 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Bagaimanakah tanggapan Ibu terhadap Pelayanan aparatur Kantor Camat sudah baik mereka memberikan informasi 
sikap profesionalisme aspek responsif sesuai dengan prosedur kerja, akan tetapi dalam pengurusan lebih lanjut sering 
dari aparatur pemerintah Kantor Camat salah sehingga harus bolak-balik hal ini tentu menggunakan waktu yang relatif 
Pegasing? lama. 

2. Bagaimanakah tanggapan lbu terhadap Kami puas dengan pelayanan aparatur pemerintah kantor camat, karena kami 
sikap profesionalisme aspek kreatif dari dinmtun dan diarahkan mulai masuk kantor sampai selesai dan pegawainya 
aparatur pemerintah Kantor Camat ramah-ramah, peduli dengan kami yang datang berurusan 
Pegasing? 

3. Bagaimanakah tanggapan lbu terhadap Semua urnsan menjadi lebih mudah jika pekerjaan itu panggilan hati, kami 
sikap profesionalisme aspek inovatif dari merasa puas atas pelayanan yang diberikan aparatur, mereka tanggap terhadap 
aparatur pemerintah Kantor Camat kebutuhan masyarakat, ramah dan menerima keluhan serta memberikan solusi 
Pegasing? yang baik sesuai dengan keperluannya 
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4. Apa saja faktor-faktor yang menghambat I Apabila aparatur memiliki pendidikan yang lebih tinggi tentu ilmunya 
profesionalisme aparatur pemerintah semakin tinggi, tentu semakin profesional dalam melaksanakan pekerjaannya 
dalam pelayanan publik di kantor Camat 
Pegasing Kabupaten Aceh Tengah? 



FOTO KEGIATAN PENELITIAN 
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